
BUPATI KONAlhrE SELATAN
PROVINSI SUIAWESI TENGCARA

I     PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR       4C)   TAHUN 2025

TENIAING

BANTUAN STIMUIAN RUMAII SWADAYA

DENGAN RAHMAT TUIIAN YANG MAIIA ESA
BUPATI KONAWE SELATAN,

Meninbang  : a.   bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir den batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang
baik  dan   sehat   sebagai   salah   satu  upaya  membangun
manusia seutuhnya, beriati diri, mandiri, dan produktif;

b.   bahwa berdasarkan kctentuan Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3)
Undang-Undang Nomor  1  Tahun 2011  tentang Perumahan
dan     Kawasan     Permulinan     mengalnanatkan     bahwa
pemerintah     daerah     wajib     memberikan     kemudahan
pembangunan   dan   perolehan   nmah   bagi   masyarakat
berpenghasilan   rendah   salah   satunya   benipa   stimulan
runah swadaya;

c.   bahwa  berdasarkan  pertinbangan  sebagainana  dimaksud
dalam hunrf a,  dan huruf b,  perlu menetapkan  Peraturan
Bupati tentang Bantuan Stimulan Rumah Swadaya;

Mengingat     : 1.   Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.   Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten  Konawe  Selatan  di  Fhovinsi  Sulawesi  Tenggara
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003  Nomor
24, Tambahan Ifmbaran Negrra Republik Indonesia Nomor
4267);

3.   Undang-Undang      Nomor      23      Tahun      2014      tentang
Pemerintahan Daerah (I.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2014   Nomor   244,   Tambahan   lirmbaran   Negara
Republik Indonesia Nomor S587) sebagrimana telah diubah
beberapa  kali  teralchir  derigrn  Undang-Undang  Nomor  6
Tahun   2023   tentang   Penetapan   Peraturan   Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang  Nomor  2  Tahun  2022  tentang
Cipta   Kerja   menjadi   Undang-Undang   {Iiembaran   Negara
Republik   Indonesia  Tahun   2023   Nomor   41,   Tambahan
Lembaran Negara Repllblik Indonesia Nomor 6856);
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MEMUTUSEN:

Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN STIMULAN RUMAH
SIVADA:HAL.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
1.   Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2.   Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.   Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4.   Bantuan   Stimulan   Rumah   Swadaya  yang   selanjutnya

disingkat BSRS adalal dukungan dana pemerintah daerah
bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memenuhi
kebutuhan  rumah  melalui  kegiatan  pembangunan  bani
rumah swadaya dan perbaikan kualitas rumah swadaya
dalamrangkapeningkatankesqjahteraanmasyarakatyang
berasaskan gotong royong.

5.   MasyaraJrat   Berpen8hasilan   Rendah   yang   selanjutnya
disingkat   MBR   adalah   masyarakat   yang   mempunyal
keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan
pemerintah daerah untuk memperolch rumah.

6.   Pembangunan  Bani  Rumah  Swadaya  yang  selanjutnya
disingkat PBRS adalah kegiatan membangun ban rumah
layak huni secara swadaya.

7.   Perbaikan  Kualitas  Rumah   Swadaya  yang  selanjutnya
disingkat PKRS adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak
layak huni menjadi rumah layak huni secara swadaya.

8.   Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai
tempat   tinggal   yang   layak   huni,   sarana   pembinaan
keluarga,  cerminan  harkat  dan  martabat  penghuninya,
serta aset bagi pemiliknya.

9.   Rumah   Swadaya  adalah  rumah  yang  dibangun   atas
prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan
maupun berkelompok.

10.Perunahan   Swadaya   adalah   kumpulan   rumah   yang
dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat;

1 1 . Rumah Tidak hayak Huni yang selanjutnya disingkat RLTH
adalah    rumah    yang    tidalf    memenuhi    persyaratan
keselamatan    bangunan,    kecukupan    minimum    luas
bangunan dan kesehatan penghuninya.

12. Bantuan   Pembangunan   Perumchan   adalah   bantuan
pembangunan perumahan yang diberikan oleh pemerintah
daerah  berupa  bantuan  prasarana,  sarana  dan  utilitas
umum,   bantuan   rumah   susun   dan   bantuan   rumah
swadaya.

13. Bantuan  Pembangunan  Prasaram,  Sarana  dan  Utintas
Umurn   untuk   Perumahan   yang   selanjutnya   disebut
Bantuan      Pembangunan      PSU      adalah      bantuan
pembangunan  berupa penyediaan  komponen  prasarana,
sararm     dan     utihas     umum     perumahan     untuk
meningkatkan penmahan yang layak bagi MBR.
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14. Dinas   adalah   perangkat   daerah   Kabupaten    Konawe
Selatan yang menangani urusan di bidang perumahan dan
permukiman.

15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah
Kepala   Dinas   yang   memperoleh   kewenangan   untuk
melaksanakan  tugas  dan  tanggung  jawab  penggunaan
anggaran.

16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA
adalah pejabat yang ditetapkan dan diberikan kuasa oleh
PA   untuk   melaksanakan   sebagian   kewenangan   dan
tanggung j awab penggunaan anggaran.

17. Pejabat  Pembuat  Komitmen  yang  selanjutnya  disingkat
PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA
untuk  mengalnbil  keputusan  dan/atau  tindakan  yang
dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran.

18.Lokasi    BSRS    adalah    lokasi    penerima    BSRS    per
desa/kelurahan yang ditetaphan oleh Bupati.

19. Penerima  Bantuan  adalah  perseorangan  yang  termasuk
MBR dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan  oleh
Bupati sebagai Penerima BSRS.

20. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat
KPB adalah kelompok penerima BSRS.

21. Calon Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat CPB
adalah calon penerima BSPS.

Pasal 2
Lingkup pengaturan dalam penyelenggaraan BSRS meliputi:
a.    bentuk BSRS;
b.   jenis kegiatan dan besaran BSRS;
c.    persyaratan penerima BSRS;
d.   penetapan lokasi dan penerima BSRS;
e.    penyaluran BSRS;
f.    pembinaan pelaksanaan BSRS; dan
9.   pengawasan dan pengendalian.

BAB 11
BENTUK BSRS

Pasal 3
(1)  Bentuk BSRS berupa:

a.   uang; dan
b.   barang

(2)  BSRS berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) huruf a diberikan kepada penerima BSRS.

(3)  BSRS berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) digunakan untuk membeli bahan bangunan, membayar
upah kelja dan biaya lainnya.

(4)  BSRS berbentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat
( 1) huruf b berupa Bantuan Pembangunan PSU.

(5)  Upah    ken.a    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (3)
digunakan paling banyak sebesar 13% dari besaran dana
BSRS yang diterima.

(6)  Biaya   lainnya   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (3)
digunakan paling banyalf sebesar  1% drri besaran dana
BSRS yang diterima.
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BAB Ill
JENIS KEGIATAN DAN BESARAN BSRS

Pasal 4
Jenis kegiatan BSRS terdiri atas:
a.   PKRS; dan
b.    PBRS.

Pasal 5
(1)  Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf

a adalah kegiatan memperbaild rumah tidak layak huni
menjadi   rumah   layak   huhi   secara   swadaya   dengan
memenuhi persyaratan:
a.   keselamatan bangunan;
b.   kesehatan penghuni; dan
c.   kecukupan minimum luas bangunan.

(2)  Keselaniatan bangunan sebagainana dinaksud pada ayat
(2)   huruf  a   meliputi   pemenuhan   standar   keandalan
komponen struktur dan non struktur bangunan.

(3)  Kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b mdiputi pemenuhan standar keculnipan sarana
pencahayaan dan penghawaan serta ketersediaan sarana
utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.

(4)  Kecukupan    minimum    luns    bangunan    sebagaimana
dimaksud  pada  ayat  (2)  humf  c  meliputi  pemenuhan
standar    ruang    gerak    minimum    per    orang    untuk
kenyamanan  bangLman,   antara  7,2   m2/orang  sampai
dengan 12 m2/orang.

Pasal 6
(1)  Keselamatan   bangunan   sebagalmana   dimaksud   pada

Pasal 5  ayat  (2)  menjadi indikator kondisi RTLH  dengan
tingkat kerusakan:
a.   rusak ringan;
b.   rusak sedang; atau
c.   rusak berat;

(2)  Rusak ringan sebagaimana dinaksud pada ayat (1) humf
a meliputi kerusakan salah satu komponen non struktural.

(3)  Rusak sedang sebagaimana dinaksud pada a.yat (1) huruf
b meliputi kerusakan salah satu komponen non struktural
dan calah satu komponen strulrfural.

(4)  Rusak berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
meliputi kerusakan sebagian besar komponen bangunan
balk non struktural maupun struktural.

Pasal 7
(1)  Kegiatan PKRS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf

a  dilakukan   olch  penerima  BSRS  yang  memiliki   dan
menempati satu-satunya nmah dengan kondisi FITLH.

(2)  Kegiatan  PKRS  sebagaimana  dimaksud  dalam  ayat  (1)
dilakukan   untuk   memenuhi   pereyaratan   layak   huni
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
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Pasal 8
Kegiatan PBRS sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b
dilakukan oleh penerima BSRS dengan persyaratan:
a.   pembangunan rumah baru pengganti rumah rusak total;
b.   pembangunan  rumah ban bagi rumah yang terdampak

bencana;
c.   pembangunan rumah baru bagi keluarga MBR yang belum

memiliki rumah.

Pasal 9
Jenis  kegiatan  BSRS  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  4
dapat dilakukan untuk:
a.   rumah yang terdampak bencana;
b.   rumah yang terdampak program pemerintah; dan/atau
c.    mengatasi hackzog perumahan.

Pasal  10
( 1)  Bantuan Pembangunan PSU sebagainana dimaksud pada

Pasal   3   ayat   (4)   dapat   diberikan   dengan   memenuhi
persyaratan:
a.   berkelompok dalam 1 (satu) hamparan;
b.   paling  sedikit  15  (lima  belas)  unit  rumah  penerima

BSRS kegiatan PBRS; dan
c.   mendapat rekomendasi dari Dinas.

(2)  Bantuan Pembangunan PSU sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) berupa jalan dan/atau drainase lin8kungan.

Pasal 1 1
Besaran  nilal  BSRS  sebagaimana  dimaksud  pada  Pasal  4
meliputi:
a.   PKRS untuk RTIJI dengan kondisi rusak ringan, sebesar

Rp20.000.000/unit rumah;
b.   PKRS untuk RTLH dengan kondisi rusak sedang, sebesar

Rp40.000.000/unit rumah;
c.   PKRS  untuk RTLH  dengan  kondisi  rusak  berat,  sebesar

Rp50.000.000/unit rumah;
d.   PBRS untuk RTLH dengrn kondisi rusak total atau rumah

terdampak   bencana   atau   MBR   yang   belum   memiliki
rumah, sebesar Rp60.000.000/unit rumah.

BAB IV
PERSYARATAN PENERIMA BSRS

Pasal 12
(1)  Penerima   BSRS   adalah   perseorangan   dari   MBR  yang

memenuhi perayaratan :
a.   warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
b.   memilild    atau    mengusai    tanah    dengan     bukti

kepemilihan atau penguasaan yang jelas dan sah;
c.   belum    memiliki    rumah    atau    rumah    terdampak

bencana atau  memiliki dan menempati  rumah  satu-
satunya nmah dengrn kondisi RTLH;

d.   belum pemah mendapat PBRS dari pemerintah pusat
atau pemerintah I+ovinsi Sulawesi Tenggara.
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e.   belum pemah menerima BSRS dengan item pekeljaan
yang sama dalam kurun waktu 5 qima) tahun terakhir;

f.    berpenghasilan paling banyak sebesar upah minimum
kabupaten;

9.   bersedia   untuk   berswadaya   dalam   hal   tanggung
renteng, pemenuhan material dan tenaga kelja;

h.   bersedia  membuat  surat  permohonan  BSRS,   surat
pemyataan dan beberapa syarat administrasi lainnya
yang dibutuhkan;

i,    bersedia membentuk KPB.
(2)  Tanah sebagainana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus

memenuhi persyaratan :
a.   dihrasai secara fisik dan legal;
b.   tidak dalam status sengketa dan tidak menjadi bahan

agunan/gadai;
c.   Iokasi tanah sesuai tata ruang wilayah.

(3)  KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h harus
memenuhi persyaratan:
a.   terdiri dari unsur Ketua merangkap anggota, sekretaris

merangkap  anggpta,  bendahara  merangkap  anggota
dan anggota;

b.   anggota KPB paling banyak 20 (dua puluh) orang;
c.   anggota KPB bertempat tinggal di desa/ kelurahan yang

sama; dan
d.   ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa.

BABV
PENETAPAN LOKASI DAN PENERIMA BSRS

Bagian Kesatu
Penetapan Lokasi BSRS

Pasal 13
(1)  Lurah/Kepala  Desa  membuat  dan  mengajukan  proposal

usulan  desa/kelurahannya  sebagai  calon  lokasi  BSRS
kepada Bupati melalui Dinas.

(2)  Proposal usulan lokasi BSRS sebagaimana dimaksud pada
ayat  (1)  meliputi  nana  desa/kelurahan  yang  dilengkapi
dengan:
a.   daftar calon penerima bantuan.
b.   dataRTLH.
c.   data kekurangan rumah.
d.   dataMBR.

(3)  Proposal usulan lokasi BSRS sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1) diverifikasi oleh Dinas.

(4)  Hasil  verifikasi   sebagaimana  dimaksud   pada   ayat   (3)
berupa daftar prioritas lolrasi BSRS disampaikan kepada
Bupati.

(5)  Lokasi   BSRS   ditetapkan   berdasarkan   daftar   prioritas
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6)  Penetapan lokasi BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dilakukan oleh Bupati.
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Bagian Kedua
Penetapan Penerima BSRS

Pasal 14
( 1)  Lurah/ Kepala Desa dari lokasi BSRS yang telah ditetapkan

sebagaimana dimaksud pada pasal  13 ayat (6), membuat
dan mengajukan proposal usulan calon penerima BSRS.

(2)  Dinas    melakukan    veririkasi    proposal    usulan    calon
penerima BSRS sebagainana dinaksud pada ayat ( 1).

(3)  Hasil   verifikasi   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)
berupa daftar penerima BSRS.

(4)  Daftar penerima BSRS sebagainana dinaksud pada ayat
(3) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15
(1)  Penyelenggara BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diusulkan oleh PPK dan ditetapkan oleh PA/KPA.
(2)  Penyelenggara BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri   atas   tim   persiapan,   tim   pelaksana,   dan   tim
pengawas.

BAB VI
PENYALURAN BSRS

Pasal 16
(1)  Penyaluran BSRS dalam bentuk uang dilakukan melalui

bendahara pengeluaran Dinas.
(2)  Penyaluran   BSRS   dalam   bentuk   uang   sebagaimana

dimaksud pada ayat ( 1) dimanfaatkan oleh penerima BSRS
dalam 2 (dua) tahap.

(3)  Penyaluran BSRS dalam bentuk barang dilakukan sesuai
dengan     ketentuan     peraturan     perundang-undangan
tentang pengadaan barang/j asa pemerintah.

Pasal 17
Tata  cara  penyaluran  BSRS  sebagaimana  dimaksud  dalam
Pasal 16 tercantuni dalam hampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PEMBINAAN PELAKSANAAN BSRS

Pasal 18
(1)  Pemerintah  daerah  melakukan  pembinaan  pelaksanaan

BSRS.
(2)  Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat      berupa      sosialisasi,       supervisi,       dan/atau
pendampingan penerima BSRS.

Pasal 19
(1)  Pendampingan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal   18

ayat  (2)  dilakukan  dalam  rangka  pemberdayaan  untuk
meningkathan       kemandirian       masyaralcat       dalam
pembangunan rumah swadaya.





-8-

(2)  Pendampingan   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (1)
dilakukan oleh Dinas.

(3)  Pendampingan  oleh  Dinas  sebagaimana  dimaksud  pada
ayat (2) dilaksanakan oleh Penyelenggara BSRS.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDAIIAN

Pasal 20
(1)  Pengawasan     dan    pengendalian     pelaksanaan     BSRS

dilakukan oleh Dinas melalui Penyelenggara BSRS.
(2)  Pengawasan    sebagaimana    dinaksud    pada    ayat    (1)

dilakukan    untuk    mengamati,    mengidentifikasi    serta
mengantisipasi permasalahan untuk pencapalan sasaran
kegiatan BSRS.

(3)  Pengawasan    sebagaimana   dinaksud    pada    ayat    (1)
dilakukan pada tahap pengusulan lokasi BSRS, penetapan
lokasi,   pengusulan   calon   penerima   BSRS,   penetapan
penerima BSRS, penyaluran, pemanfaatan dan pelaporan
BSRS.

(4)  Pengendalian    sebagaimana   dimaksud   pada   ayat    (1)
dilakukan  untuk  mcnjamin  kesesuaian  antara  rencana
dengan realisasi pelaksanaan kegiatan BSRS.

(5)  Hasil     pengawasan    dan    pengendalian     sebagaimana
dimaksud   pada   ayat   (1)   digunakan   sebagai   bahan
masukan     dalam     pembuatan     dan/atau     perbaikan
kebijakan penyelenggaraan BSRS.

(6)  Hasil    pengawasan    dan    pengendalian     sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 2 1
(i)  Berdasarkan  hasil pengawasan dan pengendalian,  BSRS

yang diberikan kepada penerima bantuan dapat dnakukan
pembatalan atau penarikan kemhali.

(2)  BSRS dapat dibatalkan atau ditarik kembali apabila:
a.   penerima     tidak      memanfaathan      BSRS      untuk

pelaksrmaan PKRS/ PBRS;
b.   penerima                   menyalahgunakan                   atau

memindahtangankan atau  menjual  bahan  bangunan
BSRS.

(3)  BSRS yang dibatalkan atau ditarik kembali sebagaimana
pada ayat (1) dapat disalurkan kepada CPB hinnya yang
memenuhi persyaratan.

(4)  Proses     pembatalan     atau     perLarikan     kembali     dan
penyaluran    sebagaimana    dimaksud    pada    ayat    (3)
sepenuhnya menjadi wewenang Penyelenggara BSRS.
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BAB ur
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar      setiap      orang      mengetahuinya,      memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
padatanggal   19   )utvi   2025

fek=04
(rtspErme-   tyferrty
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k2]D\s  -pruiviAthH

Diundangkan di Andoplo
padatanggal  29  Jut/I    2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE SEIATAN,

RI
ST. CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2025 NOMOR     4 a





LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR    40   TAHUN2025
TENTANG
BANTUAN STIMULAN RUMAII SWADAYA

1.   PENDAHULUAN
1.1  Dasar Huinm

1.  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  2011  tentang  Perumahan  dan
Kawasan   Permukinan   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia
Tahun   2011   Nomor   7,   Tambahan   I,embaran   Negara  Republik
Indonesia Nomor 5188);  sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir  dengan  Undang-undang  Nomor  6  Tahun  2023  tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor
2   Tahun   2022   tentang   Cipta   Kelja   menjadi   Undang-undang
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2023  Nomor  41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

2.  Peraturan     Pemerintah     Nomor     14     Tahun     2016     tentang
Penyelenggaraan     Penmahan     dan     Kawasan     Permukiman
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2016  Nomor  101,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5883);
sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman  (I,embaran  Negara Republik Indonesia Tahun  2021
Nomor 22 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6624);

3.  Peraturan Menteri Pekeljaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
7   Tahun   2022   tentang   Pelaksanaan   Bantuan   Pembangurlan
Perumahan   dan   Penyediaan   Rumah   Thusus   (Berita   Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 596);

4.  Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 67 Tahun 2022 tentang
Kedudukan,  Susunan Organisasi,  Tugas dan  F\mgsi,  serta Tata
Ken.a Dinas  Perumahan,  Kawasan  Permukiman  dan  Pertanahan
Kabupaten Konawe Selatan;

1.2  Maksud dan Tujuan
a.  Maksud

Bantuan   Stimulan   Rumah   Swadaya   adalah   dukungan   dana
pemerintah daerah bagi Masyarahat Berpenghasilan Rendah (MBR)
untuk  memenuhi kebutuhan rumah melalui kegiatan  Perbaikan
Kualitas   dan   Pembangunan   Baru   dalam   rangka   perbaikan
kesehjateraan masyarakat yang berasaskan gotong royong;

b.  Tujuan
Mendorong  dan   meninglratlran  keswadayaan  masyarakat  agar
memiliki  akses  dalam  memenuhi  kebutuhan  rumah  layak  huni
secara swadaya.

1.3  Iokasi Kegintan
I.okasi  BSRS  merupakan  whayah  administrasi  desa/kelurahan  di
Kabupaten Konawe Selatan yang menjadi sasaran program. Sasaran
program   yang   dimaksud   merupakan   wilayah   administrasi   yang
memiliki  data  Rumah  Tidak  Layak  Huni  (RTLH)  dan  memerlukan
dukungan program BSRS.
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1.4  Jenis Kegintan
Jenis kegiatan BSRS, sebagai berikut :
a.  Perbaikan Kualitas Rumah Swadaya untuk RTLH dengan kondisi:

rusak ringan/sedang/berat; dan
b.  Pembangunan Baru Rumah Swadaya untuk RTLH dengan kondisi:

rusak total/terdampak bencana/belum mcmilild rumah.
Dalam    upaya    mendukung    terpenuhinya    kualitas    lin9kungan
perumahan  yang  sehat  dan  berkelanjutan,  penerima  BSRS  dapat
membentuk   Kelompok   Penerima   Bantuan   dan   dapat   diberikan
bantuan pembangunan PSU, sepanjang memenuhi persyaratan dan
tersedia anggaran.

1.5  Pelahaana Keglatan BSRS
1.5.1  Pelaksana  kegiatan  BSRS  adalah  Dines  Perumahan,  Kawasan

Permukiman dan Pertanahan (Disperlrfutan) Kabupaten Konawe
Selatan, dengan tugas sebagal berikut :
a.  Menetapkan kebijakan Fthyelenggaraan BSRS.
b.  Membentuk  Penyelenggara  BSRS  sesuaj  Format  I-1  Surat

Keputusan Pembentukan Penyelenggara Kegiatan BSRS.
c.  Menetapkan nilai bantuan BSRS.
d.  Menyusun petunjuk teknis kegiatan BSRS.
e.  Memberikan persetujuan tahapan pemanfaatan BSRS.
f.   Melakukan sosialisasi,  supervisi dan pendampingan kepada

maeyarafat.
9.  Melalnikan perikatan dengan penerima BSRS dan/atau pihak

toko / penyedia bahan bangLman.
1. 5.2  Penyelenggara BSRS mempunyai tugas sehagal berikut:

Penyelenggara BSRS terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana
dan Tim Pengawas. Tim Persiapan dapat meran9kap sebagai Tim
Pelaksana.
1.5.2.1 Tim Persiapan memilild tugas:

a.   Menyusun rencana kegiatan.
b.   Menyusun jadwal pelaksanaan.
c.   Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK).
d.   Menyusun  dan  menetapkan  Harga Perkiran  Sendiri

(HPS) Bahan Bangunan sebagal acuan kegiatan BSRS
sesual Fomiat I-2 Hanga Perldran Sendiri qups) Bahan
Bangunan Kegiatan BSRS.

e.   Mendampingi penyusunan proposal lokasi/ CPB.
I.    Melakukan verifikasi proposal lokasi/CPB.
9.   Melakukan ldentifilrasi Kebutuhan PKRS/ PBRS.
h.   Melakukan survei toko/penyedia bahan bangunan.
i.    Membuat Rencana Teknis.
j.    Membuat  RAE  BSRS.  RAE  meliputi  detail  rencana

kebutuhan dan biaya untuk upah tenaga keria, biaya
bahan bangunan dan biaya lainnya yang dibutuhkan,
contoh administrasi, rapat, komunikasi, laporan.

k.   Menyusun laporan kegiatan.
1. 5,2 .2 Tim Pelaksana memiliki tugas:

a.  Melaksanakan kegiatan BSRS  sesual dengan jadwal
kegiatan yang telah ditetapkan oleh PPK.

b,  Menyalurhan bantuan BSRS.
c.  Mendampin8i  penerima  BSRS  dalam   pemanfaatan

bantuan.
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d.  mencatat,   mengevaluasi,   mendokumentasikan   dan
melaporkan  secara  berkala  kemajuan  pelaksanaan
kegiatan dan penyerapan anggaran.

e.  Bendahara       Pengeluaran        Dinas        melakukan
pembayaran upah tenaga kelja, bahan bangunan dan
biaya lalnnya.

f.   Menyusun laporan kegiatan.
1.5.2.3Tim     Pengawas     melaksanakan     tngas     pengawasan

admiliistrasi.   tehais,   dan  keuangan  sejak  persiapan,
pelaksanaan   dan   perryerahan   basil   pekeljaan   yang
meliputi:
a.  Verifikasi administrasi dan dohmentasi kegiatan.
b.  Melakukan pengawasan dan pengendalian.
c.  Pengawasan  telmis  pelaksanaan  dan  hasil  kegiatan

BSRS untuk mengetahui realisasi fisik meliputi:
1)  Pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan.
2)  Pengawasan penggunaan tenaga keria/tukang dan

bahan bangunan.
d.  Pengawasan tertib administrasi keuangan.
e.  Menyusun laporan kegiatan.

Berdasarkan basil pengawasan, Tim Pengawas melakukan
evalunsi  kegiatan  BSRS.  Apabila  dalam  basil  evaluasi
ditemukan penyinpangan, Tim Pengawas melaporkan dan
memberikan rekomendasi kepada PPK, Tim Persiapan dan
Tiln Pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.

1.5.3  Penerima bantuan mempunyai tugas sebagai berikut:
a.  Mengikuti sosialisasi dalam pelaksanaan BSRS.
b.  Membentuk KPB melalui musyawarah CPB yang difasilitasi

oleh  Penyelenggara  BSRS.  Hasil  musyawarah  dituangkan
dalam   Berita   Acara   sesual   Format   I-3    Berita   Acara
Kesepakatan Pembentu]ran RIB BSRS.

c.  Memanfaatkan bantuan sesuai peruntukannya.
d.  Bertanggungjawab terhadap pemanfaatan bantuan.
e.  Menyediakan  swadaya  berupa  tanah,  uang,  material  dan

tenaga kerja-
f.   Menyelesaikan   pekeq.aan   BSRS   dalam   tahun   anggaran

bed-alan-
1.5.4  Penyedia  bahan  toko/penyedia  bahan  bangunan  mempunyai

tu8as:
a,  Bersedia    untuk    di    survei    dalam    rangka    pemilihan

toko/penyedia bahan bangunan kegiatan BSRS.
b.  Menyediakan  dan  mengirimhan   bahan  bangunan   sesuai

perjanjian kezja.
c.  Mengadministrasilran      dan      menyampalkan      dokumen

pembelian    dan    pengiriman    bahan    bangunan    kepada
Penyelenggara BSRS.

1.5.5  Lurah/Kepala Desa mempunyal tugas:
a.  Melakukan   sosialisasi,    penyuluhan   dan   pemberdayaan

masyarafat.
b.  Membuat dan mengrjukan proposal usulan calon lokasi dan

calon penerima BSRS.
c.  Memfasilitasi   kelen9kapan   administrasi   calon   lokasi   dan

calon penerima BSRS.
d.  Menetapkan RIB.
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1.6  Bentuk BSRS
Bentuk BSRS terdiri atas uang dan/atau barang
BSRS   dalam   bentuk  uang  dipergunakan  untuk  membeli   bahan
bangunan,  membayar  upah  kelja  dan  biaya  lainnya.  Pembayaran
untuk membeli bahan bangunan,  membayar upah keq.a dan  biaya
lainnya dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Disperkintan Konsel.
Upah kelja dibayarkan paling banyak sebesar 13% dari nilai bantuan.
Biaya   lainnya   dibayarkan   paling  banyak   sebesar   1%   dari   nilal
bantuan.
Biaya lainnya digunakan untuk menunjang kegiatan BSRS, contoh :
administrasi, rapat, komunikasi, laporan.
BSRS   dalam   bentuk   barang   bempa   Pembangunan   PSU   yang
merupakan  insentif  bagi  KPB  yang  telah  melaksanakan  kegiatan
PBRS.
Pengadaan BSRS dalam bentuk barang dilakukan sesuai ketentuan
Peraturan  Perundang-undangrn  mengenal  Pengadaan  13arang/Jasa
Pemerimtch.

1.7  Penerima BSRS
Persyaratan penerima BSRS
1 .  Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
2.  Meiniliki  atau  mengusai  tanah  dengan  bulti  kepemilikan  atau

penguasaan yangjelas dan sah, tidak dalam sengketa atau agunan.
3.  Belum melniliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-

satunya dengan kondisi yang tidak layak huni.
Kondisi  rumali  tidak  layak  huni  dibuktikan  berdasarkan  hasil
verifikasi lapangan.

4.  Penghasilan dibawah atau setara dengan Upah Minimum Provinsi
(UMP).

5.  Belum   pemah   menerima   BSRS   atau   bantuan   sejenis   dari
pemerintah dzLlam lninm 5 tahun teralchir. Syarat ini dikecualikan
bagi  penerima  bantuan  yang  terdampak  bencana  atau  sudan
pernah menerina bantuan tapi dengan jenis/item pekerjaan yang
berbeda.

6.  Bersedia ikut berswadaya dalam hal: tanah yang dimiliki/dikuasai,
tenaga kelja, uang, bahan bangunan.

7.  Bersedia     membentuk     Kdompok     Penerima     Bantuan    jika
dibututLkan.

8.  Bersedia mengikuti sesuai semua ketentuan terkait program BSRS.
9.  Bersedia ikut membuat proposal BSRS.

2.   PELAKSANAA« BSRS
2.1  Penetapr L®hai

Lurah/Kepala Desa mengusulkan Desa/Kelurahannya untuk menjadi
calon lokasi BSRS kepada Bupati Konawe Selatan cq.  Kepala Dines
Perumahan,  Kawasan  Permuldman  dan  Pertanahan  (Disperkimtan)
Kabupaten Konawe Selatan, dengan melampirkan :
a.  Daftar  calon  penerima bantuan dflen9kapi fotokopi  KTP dan  KK

yang masih berlaku.
b.  Data R'I`LH dilengkapi tingkat kerusakan nmah dan toto kondisi

rumah (edst€ng)
c.  Data kekurangan nmah (backlog).
d.  Data MBR.
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Seleksi calon lokasi BSRS dengan mempertimban8kan:
a.  Jumlah RTLH di desa/kelurahan.
b.  Jumlah kekurangan rumah (backlog)
c.  Tingkat kerusakan rumah.
d.  Status MBR.
e,  Kesesuaian peruntukan tata ruang.
f.   Pemerataan lokasi bantuan.
Verifiihasi  usulan  dilaksanakan  oleh Tim  Persiapan.  Hasil verifikasi
diajukan kepada Bupati Konawe Selatan untuk mendapatkan Surat
Keputusan     Penetapan     Lokasi     BSRS.     Surat     Keputusan     ini
dimungkinkan juga untuk inch4d!e dengan Surat Keputusan Penerima
BSRS.

2.2  Penyinpan Harga Permraan Sendirl (Itrs) Bahan Bangunan
a.  Tim Persiapan melaloukan survei harga bahan bangunan di sekitar

lokasi BSRS, Stryei diLakukan dibeberapa tempat sehingga dapat
menggalnbarlran harga pasar yang berlaku di Kabupaten Monawe
Selatan.

b.  Harga  yang  ditetapkan  tidak  melebihi   Standar  Harga   Satuan
Kabupaten yang ditetapkan oleh Bupati Konawe Selatan.

c.  Berdasarkan ha§il survei dan Slander Halxp Satuan Kabupaten,
PPK merLetaplran HPS  Bahan  Bangunan  sebagai acuan kegiatan
BSRS-

2.3  Verifihsi Data Calon Penerima Bantuan
a.  Verifikasi merupakan kegiatan  pembuktian  terhadap kesesuaian

syarat calon penerima bantuan.
b.  Verifikasi data CPB dilakuhan oleh Tim Persiapan secara fakfual

dilapangan dan berkoordinasi dengan Lurah/Kepala Desa setempat
menggunakan F`ormat 11-1  Lembar Penilaian Kualitas Rumah dan
F`ormat 11-2 Rekapitulasi Hasil Verifikasi CPB.

c.  Sebelun   melalnikan  wawancara  dengan   CPB,   Tim  Persiapan
menjelaskan maksud, tujuan dan syarat CPB tanpa menjanjihan
kepastiali memperolch BSRS.

2.4  Penetapan colon Penerima Bantunn BSRS
a.  CPB  yang  lolos  verifikasi  kemudian  menyusun  dokumen  teknis

didanpingi oleh Tim Persiapan.
b.  Dokumen  adlninistrasi  dan  dokumen  telmis  disusun  menjadi

proposal.
c.  Tim Persiapan melakukan verifikasi proposal.
d.  Hasil verifikasi proposal adalah Daftar Calon  Penerima  Bantuan

BSRS.
2.5  Identiflhsi Kel.utuhan Ems/PBRS

a.  Tim Persiapan bersama CPB melakukan Penilaian Kualitas Rumah.
b.  Hasil Penilaian Kualitas Rumah menjadi dasar untuk melakukan

identifikasi   kebutuhan  nmah  sesuai   Format  11-3   Identifikasi
Kebutuhan PKRS/PBRS CPB.

c.  Tim  Persiapan juga melakukan ldentifikasi Keswadayaan  sesuai
Format 11-4 Identifikasi Keswadayaan.

d.  Identifikasi    Kebutuhan    PKRS/PBRS    CPB    dan    Identifiikasi
Keswadayaan menjadi dasar pen.buatan Rencana Teknis dan RAE.

e.  Berdasarkan hasil ldentifikast Kebutuhan PRES/PBRS CPB, Tim
Persiapan  melaJckan  rekapitulasi  kebutuhan  bahan  bangunan.
Rekapitulasi  ini  sebagai  dasar  melakukan  survei  toko/penyedia
bahan bang-.

f.   Tim Pengawas melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan
ldentifikasi Kebutuhan PKRS/PBRS CPB.
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2.6  Survel Pemilihan Toko/Penyedin Bahan BangtLnan
a.  Survei dilafukan oleh Tim Persiapan untuk mencari toko/penyedia

bahan bangunan yang memenuhi syarat.
Syarat pemilihan toko/penyedia bahan bangunan, meliputi:
1)  Menyediakan  bahan  bangunan  yang  berfualitas  balk  sesuai

kebutuhan penerima bantuan.
2)  Menriliki sarana angkutan/pengiriman dan bersedia mengantar

bahan bangunan ke lokasi penerima bantuan.
3)  Lokasi  toko/penyedia  bahan  bangunan  dalam   area  mudah

dijangkau.
4)  Meniliki Nonor indut Benisaha (NIB) dan Nolnor Pokok Wajib

Pajak (NPWP).
b.  Dalam  melak`ikan  survei,  Tim  Persiapan  melakukan  negoisasi

harga   dengan   toko/penyedia   bahan   bangunan.   Harga.  .yang
disepakati  sudah  termasuk  biaya  pajak  dan  biaya  pengiriman
sampai    ke    lohasi    penerina    bantuan.    Kesepahatan    harga
memperhatikan    Harga   Perkiraan    Sendiri   Bahan    Bangunan
Kegiatan BSRS yang telah ditetapkan oleh PPK. Selanjutnya dibuat
hasilsurveisesuaidenganFormat11-5SurveiToko/PenyediaBahan
Bangunan.  Harga  satuan  yang  disepakati  akan  menjadi  acuan
dalam penyusunan RAE.

c.  Toko/penyedia bahan bangunan yang dipilih dimungkinkan lebih
dari   satu   sesuai   ketersediaan   bahan   bangunan.   Pemilihan
Toko/penyedia bahan bangunan dituan8lran dalam Berita Acara
sesuai Format 11-6  Berita Acara Penrilihan Toko/Penyedia Bahan
Bangunan.  Berita acara ini disampaikan kepada Tcko/Penyedia
Bahan  Bangunan  terpilih  untuk  persiapan  penyediaan  bahan
bangunan.

2.7  PenyuounaD dan PeDgajuan Prorceal
Lurah/Kepala  Desa  bersana  CPB  didampingi  oleh  Tin  Persiapan
melalqhan  penyusunan  proposal  kegiatan.   Ftopesal  terdiri  atas
dokumen administrasi dan dokunen tehis.
Rencana teknis disusun berdasarkan hasfl Penilaian Kualitas Rumah
eksisting dan ldentifikasi Kebutuhan PKRS/PBRS. Dokumen rencana
telmis meriputi ganbar teknis yang memuat desain dan  spesifikasi
tekhis perbaikan rumah menuju layak huni.
Rencana tekris  dapat berupa rencana rumah  tunbuh yang dapat
dilakukan perbaikan secara bertahap.
Dalan  PKRS/PBRS,  ufuLran  nmah  dibatasi  paling  tinggi  sesuai
indikator  kecukupan  luas  rumah  layak  huni.  Penamhahan  luasan
dapat  dilakiha  bila  rLilai  swadaya  masyarakat  dapat  mencukupi
kebutuhan PKRS/PBRS, termasuk jika dalan pekeriaan dibutuhkan
untuk membongkar rumah lama.
Dalarn  menjamin  pemenuhan  lnialitas  nmah  layak  huni,  dapat
diberlakukan desain tipikal rumah.
Rencana teknis dibuat berdasarkan kaidah dan persyaratan  teknis
bangunan   gedung   dan   penataan   lingkungan   sesuai   ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Desain    PKRS/PBRS    sedapat    munglin    mengakomodasi    unsur
arsitektur atau budaya lolal dan keserasian lin8kungan.
Berdasarkan   Rencana   Teknis,   dibuat   RAE   yang   metiputi   hasil
perhitungan kebutulan biaya total PKRS/rmRS. Nilai RAE terdiri atas
dua  sumber  pendanaan,  yalmi  Bantuan  Stimulan  dan  Swadaya.
Apabha  nflai  hasil  perhitungan   nelebihi  ketersediaan  anggaran,
dilakukan penyesuaian perhitungan RAE.
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Dokumen administrasi terdiri atas:
1)  Surat Permohonan sesuai format 11-7 Permohonan BSRS.
2)  F`otokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  (KTP)  dan  Kartu  Keluarga  (KK)

yang masih berlaku.
3)  Surat keterangan penghasilan berupa:

a)  Slip gaji bagi masyarakat yang berpenghasilall tetap.
b)  Surat  keterangan  penghasilan  dari  Lurah/Kepala  Desa  baa

masyarakat berpenghasilan tidak tetap sesuai Format 11-8 Surat
Pemyataan Penchasilan.

4 )  Fotokopi        sertifikat        tanah        atau        dokumen        bukti
kepemilikan/pengusaan tanah atau Surat Keterangan Penguasaan
Tanah deri pihak yang berwenang atau sesuai Format 11-9  Surat
Keterangan Kepemilikan/Pengusaha Hak Atas Tanah.

5)  Surat  penryataan  kesediaan  mengikuti  kegiatan  BSRS   sesuai
Format 11-10 Surat Pemyataan Mengikuti Kegiatan BSRS.

6)  Hasil ldentifikasi Keswadayaan CPB.
Dokumen teknis meliputi:
1)  Foto kondisi awal rumah (0%).
2)  Hash   Penilaian   Kualitas   Rumah   dan   ldentifikasi   Kebutuhan

PKRS/PBRS CPB.
3)  Rencana Telmis sesuai fomat 11-11 Rencana Telmis.
4)  Rencana Anggaran  Biaya  sesuai format  11-12  Rencana Anggaran

Bia.ya (RAE) PKRS/PBRS.
Proposal   disampaikan   kepada   Penyelenggara   untuk   diverifikasi
kelengkapan    dan    kebenarannya    sesuai    F`omat    11-13    Lembar
Pemeriksaan Proposal BSRS.
Hasil verifikasi proposal yang dinilai memenuhi syarat adalah Daftar
Calon  Penerima  BSRS.  Daftar  ini  kemudian  disampaikan  kepada
Bupati Konawe Selatan untuk mendapat Surat Keputusan Penerima
Bantuan BSRS sesual Format 11-14 Surat Keputusan Penerima BSRS.

2.8  Penyusumn Dafter Rencana   enggEI.naan Bantran |DRPB|
a.  Penerima  Bantuan  didampingi  Tim  Pelaksana  menyusun  DRPB

sesuai Format 11-15 Daftar Rencana Penggunaan Bantuan (DRPB).
b.  DRPB dibuat berdasarkan nilal RAE, yang memuat nilai bantuan

untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah keha
dalan 2 (dua) tahap.

c,  DRPB tahap I dan tahap 11 masing-masing terdiri atas 50% qima
puluh persen) dari nilai bantuan.

d.  DRPB dapat dibuat sckaligus menjadi I (satu) tahap, dalam rangka
percepatan dan kemudahan pengiriman berdasarkan kesepakatan
antara  Tim   Pelaksana,   Toko/Penyedia   Bahan   Bangunan   dan
Penerima Bantuan.

e.  Penyampaian DRPB ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan menjadi
btLkti pemesanan bahan bangunan.

2.9  PedanJlan Kedasama Pembelinn Efahan Bangunan
Berdasarkan Berita Acara Petnilihan Toko / Penyedia Bahan Bangunan ,
dilakukan Perjanjian Kerjasama Pembelian Bahan Bangunan dengan
Toko/Penyedia    Bahan    Bangunan    terpilih    sesuai    Format    11-16
Peljanjian Keriasama Pembelian Bahan Bangunan.
Dalam hal toko/penyedia bahan bangunan tidak dapat menyediakan
seluruh kebutuhan bahan bangunan, toko/penyedia hahan bangunan
dapat bekeriasama dengan pihak lain selama dapat bertanggungjawab
terhadap pemenuhan pelj anjian ken.asama.
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2.10  Pembellan Bahan Bangunan
a.  Berdasarkan Perjanjian Keljasalna Pembelian Bahan Bang`man

dan   DRPB,   Tiln   Pelaksana   melakukan   pemesanan   bahan
bangunan ke toko/penyedia bahan.

b.  Toko/penyedia bahan bangunan mengirim bahan bangunan ke
lokasi Penerima Bantuan sesuai DRPB.
Jika dalam  2  (dua)  tahap  maka  pengiriman  bahan  bangunan
tahap  I  sebesar  50%  dilakulfan  paling  lambat  3  hari  sejak
pemesanan  dilalnikan.  Pengiriman  bahan  bangunan  tahap  11
dapat     dilakukan     apabila     pelaksanaan     pekerjaan     fisik
mencapai/ setara dengrn pcmasangrn bahan bangunan sebesar
minimal 30% (tiga puluh person).
Jika dalam 1 (satu) tahap maka toko/penyedia bahan bangunan
dapat  mengirim  selunih  bahan  bangunan   (tahap  I   dan  11)
sekaligus.  Akan  tetapi,  pembayaran  tetap  dalam  2  (dua)  tahap
yakni  tahap  I  sebesar  50%  Qima  puluh  person)  dan  tahap  11
sebesar 50% (lima puluh persen).
Pembayaran    tahap    11    dilakukan    apabila    pekeljaan    fisik
mencapal/ setara sebesar minimal 30% (tiga puluh persen).

c.  Penerima  Bantuan  didampingi  oleh  Tim  Pelaksana  dan  Tim
Pengawas,  menerima  dan  memeriksa  bahan  bangunan  yang
dikirim  oleh  toko/penyedia  bahan  bangunan  sesuai  dengan
pesanan dalam DRPB. Penerimaan bahan bangunan dituangkan
dalam berita acara sesual Fomat H-17 Berita Acara Serah Terima
Bahan Bangunan. Jika bahan bangunan belum sesuai dengan
DRPB maka Tim Pelaksana berkoordinasi dengan toko/penyedia
bahan  bangunan  untuk  melakukan  penambahan/penggantian
bahan bangunan.

d.  Pembayaran bahan bangunan ke toko/penyedia bahan bangunan
dilakukan  oleh  Bendahara  Pengeluaran  Disperlintan  Konsel
dengan cara transfer/pemindahbulman.

2.11  PenuqjuEan Thihang/Pehedy
a.  Pada  pelaksanaan  pekerjaan  fisilL  Penerima  Bantuan  dapat

menunjuk   tukang/pekeria.    Dalam   hal   Penerima   Bantuan
memilihi  keteranpilan  bertukang,  dapat  mengeljakan  sendiri
perbaikan / pembangunan rumahnya.

b.  Kesepakatan   penunjukan  tukang/pekeda  dituan8kan   sesuai
Format 11-18 Berita Acara Penunjukan 'I\ikang/Pekelja.

c.  Tim Pelcksana dan Tim Pengawas memastikan tukang/pekelja
melalflikan pekeriaan fisik sesuai haidah konstrulrsi dan Rencana
Telmis yang telah disusun.

2.12  Pekedaan Pechail=an/Peal.angumn Rumah
a.  Pekeriaan   Perbaikan/Pembangunan   Rumah   dilakukan   oleh

Penerina Bantuan secara swadaya dan/atau  bersama tukang
yang telah ditunjuk.

b.  Tim Pelaksana dan Tim Pengawas melalnikan pendampingan dan
monitoring         secara         berhala         terhadap         Pekeljaan
Perbaikan / Pembangunan Rumah.

c.  Penerima Bantuan didampingi Tim Pengawas menyusun laporan
kemajuan   pekeljaan   sesuai   Format   11-19   I-aporan   Ftogres
Pekeljaan Fisik.

2.13  Pertanggiingivam,ban Bantuan
a.  Penerima  Bantuan bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan

pekeri aan fi§ik perbaikan/ pembangunan rumah.
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b.  Pembayaran   upah   kerja   dapat   dilakukan   apabila   progres
pelaksanaan   risik   telah   mencapai   kondisi   tertentu   sesuai
kesepakatan   antara  Tim   Pelaksana   dengan   tukang/pekerja.
Pembayaran  dapat  dilakukan  secara  tunal  atau  transfer  dari
Bendahara  Pengeluaran  Dinas  ke  rekening  penerima  bantuan
atau tukang/pekeria. Bukti pembayaran upah kelja berupa slip
transfer atau kuitansi sesual Format 11-20 Kuitansi Pembayaran
Upah Kelja.

c.  Laporan     Penggunaan     Dana     a,PD)     merupakan     laporan
pertanggungjawaban  Penerima  Bantuan  yang  terdiri  dari  LPD
tahap  I  dan  LPD  tahap  11.  Iaporan  disusun  oleh  Penerina
Bantuan didampingi oleh Tim Pelaksana dan Tim Pengawas.
1)  Setelah   progres   fisik  mencapai  minimal  30%   (tiga   puluh

persen),  LPD  tahap  I  disusun  sesuai  Format  11-21  haporan
Penggunaan Dana Tahap I. IPD dilen8kapi dengan foto progres
fisik 30% dan bukei penggunaan dana tahap I.  LPD tahap I
diverifiikasi  oleh  PPK  sesuai  Format  11-22  I,embar  Verifikasi
Kelengkapan Dokumen LPD Tahap I.

2)  Setelah  progres  fisik  mencapai  100%  (seratus  persen),  LPD
tahap 11 disusun sesuai Fomat 11-23. LPD dilengkapi dengan
toto progres fisik  100% dan bulcti penggunaan dana tahap 11.
LPD tahap 11 diverifikasi oleh PPK sesuai Fomat 11-24 I.embar
Verifikasi Kelengkapan Dokumen LPD Tahap 11.

3)  Penyampaian    laporan    pertanggungjawaban    kepada    PPK
setelah pekeljann selesai atau pada alchir tahun anggaran.
Apabila   Penerima   Bantuan   tidak   dapat   menyelesaikan
pekeljaan   perbaikan/pembangunan   r`mah   sampal   pada
akhir  tahun  anggaran,  Penerima  Bantuan  membuat  surat
pemyataan     sesuai     Format     11-25     Surat     Pemyataan
Penyelesaian Pekeljaan.

2.14  Pengrmsan dan PengenAallan
1)  Pengawasan  dan  pengendalian  dinaksudkan  untuk  menjaga

kualitas   pelaksanaan   kegiatan   BSRS    sesual   terget   yang
ditetapkan. Target yang diniaksud meliputi ketepatan sasaran,
ketepatan waktu, ketepatan target keuangan, ketepatan kualitas
PKRS/PBRS berupa nmah layak huni, dan kualitas dokumen
administrasi pertanggungj awaban kegiatan.

2)  Pengawasan den pengendalian dilakukan secara langsung oleh
Tim Pengawas.

3)  Hasil  temuan  dan  rekomendasi  perhaikan  dituangkan  dalam
laporan   tertulis   sesuai   Fomat   11-26   haporan   Pelaksanaan
Pengawasan dan Pengendalian.

3.   KETErmuAm l`Emlls
8.1  Pendhaphgm

Pemerintah    melalmkan    pembinaan   pelaksanaan    BSRS    secara
beljenjang.  Bentuk  pembinaan  dapat  berupa  sosialisasi,  pelatihan,
bimbingan telmis, supervisi, dan/atau pendampingan penerima BSRS
dilakukan    dalam    rangka    pemberdayaan    untuk    meningkatkan
kemandirian maayarakat dalam pembangunan nmah swadaya .
Pendampingan   maayarakat   dilakukan  oleh   Penyelenggara   BSRS.
Pendampingan penerima BSRS oleh Penyslenggara BSRS dilakukan
pada tahap perencanaan,  pelaksanaan,  pengawasan,  pelaporan,dan
pengembangan    mandiri    pasca   kegiatan.    Proses   pendampingan
masyarakat pada tahap:
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1)  Perencanaan  meliputi  sosialisasi  dan  penyuluhan;  veririkasi  CPB
dan    identifikasi    rencana   penanganan    R'I`LH,    hacidog,    atau
kebutuhan PSU; dan penyusunan proposal.

2)  Pelaksanaan   meliputi   kegiatan   bimbingan   teknis   dalam   hal
pemerikanan  kuaJitas  bahan  bangunan  dan  tehnik  konstruksi
bangunan.

3)  Pengawasan     meliputi     kegiatan     pemantauan     pelaksanaan
konstruksi yang dilakukan antar sesalna penerima bantuan untuk
menunbuhkembangkan  kegotong-royongan  dan  dalam  rangka
melaksanakan ketentuan BSRS.

4)  Pelaporan mdiputi binbingan telmis dalam penyusunan laporan
pertanggungjawaban

Pendampingan terhadap penerima bantuan oleh Penyelenggara BSRS
dengan rasio 1 (satu) orang mendampingi lmrang lebih 50 qima puluh)
penerima bantuan atau berdasarlran kebutuhan daerah setempat.

3.2  Penllain Rund Tidal tryck rmini {RTLH|/Kebuttihan Rumah
RTLH adalch rurnah yang tidak memenuhi perayaratan keselamatan
bangunan,  kecukupan  minimum  luas  bangunan,  dan  kesehatan
penghuni-
1)  Persyaratan  keselamatan  bangunan  dinilai  berdasarkan  tin8kat

kerusakan komponen bangunan yang terdiri atas:
a.  Kerusakan ringan

Kerusakan ringan adalah kerusakan pada salah satu komponen
non  struktural seperti dinding pen8isi,  1n]sen,  penutup  atap,
langit-langit dan lantal.

b.  Kerusakan sedang
Kerusakan sedang adalah kerusakan pada salah satu komponen
non  struldral  dan  salah  satu  komponen  stnilctural  seperti
pondasi, tiang/kolom, balok. ran8ka atap.

c.  Kerusakan berat
Kerusakan   berat   adalah   kerusakan   pada   sebagian   besar
komponen bangunan, baik stm]rfural maupun non struktural.

d.  Kerusakan total
Kerusakan  total  adalah  kerusakan  pada  seltLruh  komponen
bangunan, baik strulrfural maupun non struktural.

2)  Persyaratan kecufupan ruang dinilai berdasarkan luas bangunan
dan julal pen8huni dengan standar antara 7,2 m2/orang sampai
dengan 12 m2/Orang

3)  Persyaratan kesehatan dinilai berdasarkan:
a.  Ketersedi- bukaan untuk pencahayaan seperti jendela dan

pintu.
b.  Ketersediaan bukaan untuk penghawaan seperti ventilasi.
c.  Ketersediaan sarana mandi, cuci, dan kakus qucK).

Penilaian kondisi RTLH/kebutuhan rumah dilakuhan oleh Tim
Persiapan.
Berdasarkan  uraian  di  atas  dapat  ditetapkan jenis  kegiatan
stimulan  yang  diprioritaskan  untuk  mernenuhi  persyaratan
keselanatan   bangunan   dan   kesehatan,   sedangkan   untuk
pemenulan   persyaratan   kecukupan   luas   ruang   menjadi
tanggung jawab pemilik  rumah/penerima BSRS.
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3.3  Ketentrian perpajahn
Pengenaan pajak yang timbul dalam penyaluran BSRS dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan antara lain mengacu
pada,
1)  Undang-undang Nomor 8 tahun  1983 tentang pajak pertambahan

nilai  barang/biasa  dan  pajak  penjualan  atas  barang  mewah,
sebagaimana telch beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-
undang nomor 42 tahun 2009;

2)  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor  68/PMK.03//2010  tentang
batasan pengusaha kecil pajak pertambahan nilai;

3)  Keputusan  Menteri Keuangan  Nomor  563/PMK.03/2003  tentang
penunjtLkan      bendaharawan      pemerintahan      dan      kantor
perbendaharaan dan kas Negara untuk memungut, menyetor dan
melaporkan  pajak  pertambalran  nilai  dan  pajak  perjualan  atas
barang  mewah  beserta tata cara  pemungutan,  penyetoran,  dan
pelaporannya; dan

4)  Peraturan  Direktur  Jendral  Pajak  Nomor  44/PJ/20lo  tentang
bentuk,  isi,  dan  tata  cara  pengisian  serta  penyampalan  surat
pemberitahuan  nasa  pajak pertamhahan  nilal  (SPT  nasa  PPN)
sebagalmanatelahdiubahdenganperaturandirekrutjendralpajak
nomor 11 / PU/2013.

3.4  Sankei
Dalam  hal  Penerirna  Bantuan  tidak  memenuhi  ketentuan  BSRS
dikenakan sanksi berupa:
1)  Penarikan kembali BSRS, jilca penerima tidak memanfaatkan BSRS

untul pelaksanaan PKRS atau PBRS; dan
2)  Pengembalian/Penggantian BSRS jika penerima menyalahgunakan

atau memindahtangankan atau menjual BSRS yang diterima.
3.5  Penyquumn Petixpjtik Tehis

KPA  menyusun  petunjuk  telmis  kegiatan  BSRS.  Muatan  petunjuk
teknis meliputi tapi tidak terbatas pada:
1)     Dasar hukum pemberian BSRS:
2)     Tujuan pemberian BSRS;
3)     Pemberi BSRS;
4)     Persyaratan penerima BSRS;
5)     BentukBSRS;
6)     Alokasi anggaran dan rincian jumlah BSRS;
7)     Tata kelola percarian dana BSRS;
8)     Penyaluran dana BSRS;
9)     Pertanggungjawaban BSRS;
10)   Ketentuan perpajakan; dan
11)   Sanksi
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FORMAT I- 1
SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN PBNYELENOGARA

BANTUAIT STIMULAN RUMAII SWADAYA (BSRS|

KOP DINAS

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN

PERTANAHAN
Nomor :

TENTANG
PBMBENTUKAN PENYELENGGARA

BANTUAN STIMUIAN RUMAII SWADAYA (BSRS)
KABupATEN KONAihrE SELATAN

TAHUN ANGGARAN 20..

KEPAIA DINAS ...

Menimbang    : a.  bahwa untuk pelakeanaan pekeljaan Bantuan  Stimulan
Rumah   Swadaya   (BSRS)   Kabupaten   Konawe   Selatan
Tahun  Anggaran  20..  maka dipandang perlu  di  bentuk
Penyelenggara BSRS;

b.  bahwa   para   pejabat/petugas   dibawah   ini   dipandang
mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas
sebagal Penyelenggrra BSRS tahun anggaran 2024;

c.  bahwa  sehubungan  dengan  poin  a  dan  b  diatas  perlu
ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permuldman dan Pertanahan;

Mengingat:         1. Undang-Undang   RI    Nomor   4    Tahun    2003    tentang
pembentukan  Kabupaten  Konawe  Selatan     di  I+ovinsi
Sulawesi Tenggara a.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun   2003   Nomor   24,   Tambahan   lembaran   Negara
Republik  Indonesia  No.  29,  Tambahan  lembaran  RI  No.
4267);

2.Undang-undang    Nomor    32     Tahun     2004     tentang
pemerintahan daerah sebagainana telah diubah beberapa
kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008

3. Undang-  undang Nomor  15  Tahun  2004    tentang
pemeriksaan   dan   tanggung   jawab   keuangan   Negara
(lembaran  Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor  66,
tambahan  lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
4400);

4.Undang-undang    Nomor    32     Tahun     2004     tentang
pemerintahan  daerah  qembar  Negara    No.   125  Tahun
2004, Tambahan Lembagr Negara No. 4437);

5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor  12 Tahun
2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
16    Tahun    2018    tentang    Pengadaan    Barang/Jasa
Pemerintah;
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Menetapkan
KESATU      :

KEDUA

6.Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13  Tahun  2006
tentang     Pedoman     Pengelolaan     Keuangan     Daerah
sebagaimana   telah   diubah   dengan   Peraturan   Menteri
Dalam  Negeri  Nomor  59  Tahun  2007  tentang  Pedoman
Pengelolaan Keuangan D aerah;

7.Peraturan  Kepala  LKPP  Nomor  03  Tahun  2021  tentang
Pedoman Swakelola;

8.Peraturan  Bupati  Konawe  Selatan  Nomor  ...  Tahun  ...
tentang  Penjabaran  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerali Perubahan Tahun Anggaran 20...  (Berita Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 20... Nomor ...).

MEMUTUSEN:

Mengangkat/menunjuk   Penyelenggara   Bantuan   Stimulan
RLLmah  Swadaya  q3SRS)  Kabupaten  Konawe  Selatan Tahun
Anggaran    20..    sebagaimana    namanya    pada    lampiran
keputusan ini.
Penyelenggara BSRS terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana
dan  Tim  Pengawas.  mempunyai tugas  dan  tanggung jawab
sebagai berifut :
1.    Tim persiapan

a.  Menyusun rencana kegiatan.
b.  Menyusun jadwal pelaksanaan.
c.  Menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK).
d.  Menyusun  dan  menetapkan  Harga  Perlriran  Sendiri

(HPS) Bahan Bangunan sebagri acuan kegiatan BSRS
sesual Format I-2 Harga Perkiran Sendiri (HPS) Bahan
Bangunan Kegiatan BSRS.

e.  Mendampingi penyusunan proposal lokasi/CPB.
f.   Melakukan verifikasi proposal lokasi/CPB.
9.  Melakukan ldentifikasi Kebutuhan PKRS/PBRS.
h.  Melakukan survei toko/penyedia bahan bangunan.
i.   Membuat Rencana Teknis.
j.   Membuat  RAE  BSRS.   RAE  meliputi  detail  rencana

kebutuhan dan biaya untuk upah tenaga kelja, biaya
bahan bangunan dan biaya lainnya yang dibutuhkan,
contoh administrasi, rapat, komunikasi, 1aporan.

k.  Menyusun laporan kegiatan.
2.    Tim pelalfsana

a.  Melaksanakan  kegiatan  BSRS  sesuai  dengan  jadwal
kegiatan yang telah ditetaplran oleh PPK.

b.  Menyalurkan bantuan BSRS.
c.  Mendanpingi   penerima   BSRS   dalam   pemanfaatan

bantuan.
d.  mencatat,   mengevaluasi,   mendokumentasikan   dan

melaporkan   secara  berkala  kemajuan   pelaksanaan
kegiatan dan penyerapan anggaran.

e.  Bendahara Pengeluaran Dinar melalnikan pembayaran
upah tenaga keria, bahan bangunan dan biaya lainnya.

f.   Menyusun laporan kegiatan.
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KETIGA        :

3.    Tim     Pengawas     melaksanakan     tugas     pengawasan
administrasi,   teknis,   dan   keuangan   sejak   persiapan,
pelaksanaan    dan    penyerahan    hasil   pekerjaan   yang
meliputi:
a.  Verifikasi administrasi dan dokumentasi kegiatan.
b.  Melakukan pengawasan dan pengendalian.
c.  Pengawasan tehais pelaksanaan dan basil kegiatan

BSRS untuk mengetahul realisasi risik meliputi:
1)  Pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan.
2)  Pengawasan penggunaan tenaga kerja/tukang dan

bchan bangunan.
d.  Pengawasan tertib administrasi keuangan.
e.  Menyusun laporan kegiatan.

Segala  biaya  yang  timbul  sebagal  akibat  Keputusan  ini
dibebankan            pada            Dokumen            Pelaksanaan
Anggaran/Penibahan      Dinas      Perumahan,       Kawasan
Permukiman  dan  Pertanahan  Kabupaten  Konawe  Selatan
Tahun iinggaran 20...

KEEMPAT  :      Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir
setelah   kegiatan   dimaksud   dinyatakan   selesai   dengan
ketentuan  apabila  dikemudian   hari   terdapat  kekeliruan
didalamnya,   akan   diadakan   perubahan   dan   perbaikan
sebagaimana mestinya.

ditetapkan di andoolo
pada tanggal   ...................                   20 ....

KEPAIA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN pEFrrANAHAN KAB. KONAWE SEIATAN

Tembusan yth :

1.  Bupati Konawe Selatan di Andoolo;
2.  Kepala Badan Keuangan Aset Daerch Kabupaten Konawe Selatan di Andoolo;
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMURIMAN DAN PERTANAHAN KAB. KONAWE SELATAN.
NOMOR
TAVGGAL
TENTANG : PEMBENTUKAN PENYELENGGARA BANTUAN STIMULAN

RUMAH SWADAYA PSRS) KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN ANGCIARAN 20 ...,

NO NANA NIP KRTBENGAN

KEPALA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAIIAN KAB. KONAWE SEIATAN,
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F`ORRAT I-2
HARGA pBRKIRAAn SEHDIRI BAIIAH BiENGURAH

REIATAN BANTUAN STIMULAII RUMAII SWADAYA |BSRS|
REUPATEN KONAWE SEIATAlt PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TAHUN ANGGARAN 20..

Dalam rangka penggunaan harga pasar di Kabupaten Konawe Selatan pada
kegiatan BSRS Tahun Anggaran 20..,  telah dilakukan  survey harga pasar.
Survei  harga  pasar  dilakukan  di  ..   (diisi  jumlah  tolso/penyedia  bahan
bangunan   dalam   hurul)   lokasi  yang  mewaldli   zonasi  lokasi   kegiatan,
Berdasarkan hasil survei tersebut, bersalna ini ditetapkan Perkiraan Standar

selatan•        .           .-±.       i.      .           =.      =         .            f=.,..                    ,     .„          v     .    „         ,    ,TI

Sulawesi TengKara ke  .atan BSRS Tahun 20.., sebagai berikut:

No
Jenis Bahan ripe Perkiraan Standar saturn Hargr

Keterangan(RplBangunan /Merk Zona I Zona 2 Zha3
1

2ln

Kabupaten Konawe Prouns|BangunanBahan

Rincian pembagian zonasi sebagal berikut
1.    Zona 1  : Kecamatan ...., Kecamatan ......., Kecamatan ....., dst
2.    Zona 2  : Kecamatan ...., Kecamatan ......., Kecamatan ....., dst
3.    Zona 3 : Kecamatan ...., Kecamatan ......., Kecamatan ....., dst

Keterangan :
1.   Harga  satuan  dalam  tabeL ini menjadi  acuan dalam  survei  pemilihan

toko/penyedia  bahan  bangunan  olch  Tim  Persiapan  kegiatan  BSRS
tchun 20...

2.   Dalam haljenis tipe/merk bahan bangunan tidak tercantum dalam tabel
tersebut,  dapat  digunahan  harga  satuan  yang  berlaku  sesuai  survei
harga pasar.

3.   Dalam  hal hargr  satuan perdraan dalam  tabel ini lebih  rendah  dari
hargai survei Tim Persiapan, dilengkapi keterangrn tentang kewajaran
harga.

4.

Ditetapkan oleh,
PPK

..............,...............20.............-...

Diperiksa olch,                    Dibuat oleh,
Tim pengawas,                 Tin persiapan,

(.....

NIP.
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FORMAT I-3

BERITA ACARA KESEPAKATAN PEMBENTUKAN KELOMPOK PENERIMA
(KPBi ENTUAII sTlmuIAm Rumll swADAyA (BSRs) TAHun 2o...

D ESA/ KELURAHAN         :
KECARATAN
Pada   hari   ini ..................... Tanggal ............. Bulan ............ Tahun .......   telah
dilaksanakan Rembuk warga, bertempat di ...... dengan dihadiri oleh peserta
sebanyak .......... orang (daftar nadir  terlampir), dengan hasil sebagai berikut:
1 .  Membentuk Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang

selanjutnya     disebut     KPB .......... *)     dengan     susunan     keanggotaan
sebagaimana tabel be  '     t :

Nol Nana Alamat Struktur Keanasotaan
Ketua Meranedfap AnggotaSekretarisMerandcaoAn£F!otaBendahaJ.aMerangkapAnggota

II
I Anggota

AnFexota

2.  Nama-nana anggota KPB sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
diperoleh berdasarkan hasil   verifikasi dan kesepakatan calon penerima
bantuan sesuai dengan kriteria dan  persyaratan.

3.  Kelompok   sepakat  untuk  menunjuk     BKM ....... /tokoh  masyarakat**)
untuk-menjadi pendamping KPB dalam kegiatan BSPS.

Didanpingi oleh,
Tim Persiapan

Ditetapkan oleh,
Kepala Desa/ Lurali

Ketua KPB

20...,.,

Mengetahui,
Kcordinator BKM*** /Tokoh

masyarakat

Catatan:
*)   Diisi dengan angka romawi seperti KP131,KPB II,KPB Ill dan seterusnya atau nana KPB

berdasarkan kesepakatan rembuk warga
**) Pilih  salah satu
***) Jika ada
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I,EMBAR pENmAIAN KUAI,ITAs RUMAH
FORMAT 11-1

Nana KK
NIK
Alamat
KK
RT/RW
Desa/Kel.
Kecanata
n
Kabupate
n

Penghasilan KK perbulan
Nilai UMP/UMK (pilih yang tertinga|
BSRS sejenis yang penah didapat

Tahun mendapat BSRS
Berapa tahun znenchuni nmah
foto perspcktif runch

kode Foto r`mah/Nana fne

AdaJmdiai
traik.kohi
~ffi_ffia
bajk.hohi

tck,kekoh

thtotrfu
baik,hofroh

ffindia
bait|cofro

Add,aebagm
tquh,tidck kokch

lth,eehagranrrd,tidak t-
_th_£6ari__._
rquh,tick frokoh

EjTdr¥_¥i
i  mpch,tidck kckch

face,¥kckch  :I

-ruhdm
in. _`'._ .Tar
aha,celunhpr
.RE_h__ _I _,. . I.
Tidal
adarduquharya
rfe_ _ ..... _- _
Tidck
ndarfuminya

itRE
eda,sdurtdrygi

2.   Hob trEoiilirx
Tahen=k±seteng{D

Lantal

Penutup atop

diphster,prprtry
txrkualitae,hi
an dinding
dengan  kondisi
kohoh dr
tsife_dy__.__..
nc8ter/ubin/ke
mmik/mpan/bdrha
kondi8|
tckjrfu air
a;fi_t@`rfu-i_
fndck,trio
Tradiaional
(ijut/runtria)ba
hali Lain hondisi
balk,tidal bocor

Jtrys dr
mmun

Tcmtrok kondien
eehagij]n bear
retch,papr atan
txha lain yang
kurung kokch tin
tife kedap dr

Fbfrm atau haha
lan dengan
hondisi

i rmsak.pl-

ii-¥T;=rindck,bchan
Tiutsional
{fty/runtia}trfu

i  n him hondiri
;  ruck

i:ff_rRE¥e_g_3.  -±TAH

I;,

Anyaman t-butjqinELjinch
ck afu tmhan lain
~ rapuh dan
tom kedap alf

Thnd,papen
trha hi yang
quh dan tidak
tstry air

^8trs, tmhan lion
8dr@ dcfgr
Kondist "al
tmt`eermg t-
jih hojan,T-
ambnck

nan ";uifijpAH LUAB

16#

Akses -ta8i

Fthcahayaan

-rfe-n~fi~"-ri

Temng,dbprt
digunaha
rT7tanifRE
dcagr normal
tanpe
pen-yarn
hatan pedr
si- hart

i  ventm8i,8irkula

Kurfng terns
achingzra fuang
jda8 untuk
mcmbaca dcngm
normal;mmcrfuka
n pencahay-
tmtar prd& siang
tug.

riEjrva:dais-iLife
agrk pr8ap

Tidck adh

chap,tidck dapet
digrflafan untuk
mmhataxp
pcnchycan
metan pace slanghi

mndd"
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Keslm|)ulan Kelayahn-h
K menumpang
rumch/rumch tidak
ditemukan

Rumch layck Huhi

kin-tidir iayak

Thght K®rucahi

fr~bir=Tm-faain~=-isis-

EiT7iia=a=jLifrri-triit-rii
i  alasan di kolom catatan )

A. Dikategorikan Rrmah "dal hayak
Hurl jika menemui minimal satu dari
kondisi berikut :
1 .  Salah satu Komponen Struktur

bernilai C;
2.  Dua atau lebih Komponen Stmktur

dan Non Struktur
(lantai,dinding,atap) bemilai 8;

3,  Salah satu Komponen Non Struktur
(lantai,dinding,atap) bemilal C;

4.  Komponen kesehatan den
kecukupan luas salah satu nya
bernilai C

8. Selain kondisi diatas,atau jika
penilaian seluruhnya bemilai A, maka
dikategorikan RuDah la:pet Hhnl

Diperiksa oleh,
Tim Pengawas

(..............................)

Na" a Tanda
Tangy Temg& catrton/I8q ldrdnny&

A. Direkomendasikan BSRsjika;
I.   Syarat RTLH terpenuhi.
2.   Penghasilan perbulan tidck lebih dari upah

mininum provinsi/Kab (UMP/UMK).
3.   Tidak pemah mendapat bantuan

peruznahan sejenis dalam hirun waktu 5
tahun terakhir.

4.   Menghuni/menguasai nimah tidck layak
huni selama minimal 3 tahun.

5.   Status Lahan ada bulrd sah kepemilikan,
penguasaan atau izin tinggal.

8. Kondisi tidak dapat dibantu:
I.   Ptmah mendaFrat hantuan scjenis dalam 5

tahun terakhir, penghasilan diatas
UMP/UMK.

2.   Kenrsakan hanya pada aspek pencahayaan
atau penchawaan; atau

3.   Kcrusakan hanya pada kurangnya
kecukupan luas ruang.

20
rmetalui oleh,

Calon Penerima bantuan

(-...............................)

Dilakukan oleh
Tim Persiapan

(..---..-.....................)

Keterangan :
1.   IsiLah dengan tanda J.
2.   Tim  Persiapan  perlu  melampirkan  foto  pada I anda  (          toto)  dan  diccklis  bila

dilanpirkan.
3.   Infonnasi dapat ditanbahkan bedasackan kebutuhan.
4.   Kriteria kelayakan :

-     Apabiha  tiga  komponen  strulrfur  minimal  rusak  §ebagian/total,  maka  nmah
dikategorikan sebagai Rumah Tidak Ia:yak Huni (RTI,H).

-     Apabila 2 komponen struktur minimal rusak sebaSan/total dan 3 komponen non
strulrfur minimal rusak sebagian/total atau tidak mencukupi, maka rumah di
kategorikan sebagai R`mah Tidak I.ayck Huni qH`IH) dan dapat diusulkan.
Apabila sebagian besar komponen bangunan rusak atau/ membahayakan, maka
rumah dikategorilcan sebagai nrmah rusak berat.
Apabila  semua  komponen  bangunan  rusak  total  atau/membahayakan,  maka
rumah dikategDrikan sehagai rumah rusak total.

5.   Isian format ini sebagai format Verifikasi Calon Ftherima Bantuan (CPB).
6.   'Ithgkat kerusakan :

-     Tingkat kerusakan ringan jika penilaian mencapai 30%
-     Tingkat kerusakan sedang jika penihian mencapal 45%
-     Tingkat kerusalcan berat jika penilaian mencapai 65%
-     Tingkat kemsakan totaljika penilaian mcncapai l00%
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Fomat 11-3
IDENTIFIKASI KEBUTUIIAN PKRS/PBRS CALON PENERIMA BANTUAN

JENIS  KEGIATAN  :  ..............................

NIX
Nana calon penerina bantuan
Alamat
Desa/kelurahan
Kecamatan

FOTO RUMAH  EKSISTING  (0%)

KOpDlsl ^w^L (ErslsTmG) REHCAJIA fDmrmHAH
2 U--ah mJUkuran Runch        IKondisiStmktur inJenis;Volume/Lua   ,Kon8truksi8Total

Kondisi struktur  I    Ko::gksi
Volume/LuaaTotal

m3. m3 -   Pondasl-   Pondaslf
I m3 -   Slcof m3-    Sloo

m3 •   Kolom/TianjE'ELBalok m3m3m2

k m3-   BapgBalo-Keran8ka Atap
m'2

__-_E=angkaAtap

I
~kondisi Non                        Jenis            Volume/I,ua   i Kondisi Nan            i          Jenis              Volume / Lua
Struktu Konstnik8i   ;         s Total Strukfu Kon8truksi             a Totalr

m2 -   Penutu   Atap-Dindin8Penri8i m2-   Penutu   Ata-Dindingpengisi
m2 m2

-KusenDannFintuDan -KusenDaunFintuDanJendela

I m2 m2-    LantQ1

Pencaha  aanPwarn 0/a Fk:ncahovaan O/o

% Pedawaan %
?rfua  . . _Ketersedian AksesSanitasiiietersediannAksesAirMinum K6terediin~~AksesSanita8i

Ketersedin
Akses AIf rmum

U Titik KordinatTitik Korfuat
1 lBT

-
I IEIT

Gaml.ar Kom|)omen Rumah Kondisi Aml/Etsisting [0%1
FOTO KOMPC)NEN RUMAII YANGAKANDIPERBAIKI sKE'rsA/ DENAII RUMAII FOTO KOMPONEN RUMAI+ YANGAKANDIPEREou

FO'I`O KOMPONEN RUMAII YANGFOT0 KOMPONBN RUMAII YANG
AEN DIPEREAIRI AKAI\l DIPERBAIKI

FOTO KOMPONEN RUMAII YANGFOT0 KOMPONEN RUMAII YANG
AKAN DTPBREAm AEN DIPEREAIKI

Didampingi Oleh,
Tim Persiapan

)(.....

.    NIP.

Diperiksa Oleh;
Tim Pengawas

..............'...........20.....

Diajukan Oleh,
Calon Penerima

Bantuan
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IDENIIFIKASI KESWADAYAAIT

Nana Calon Penerima Bantuan
NIK
Alanat
Desa/Kelurahan
Kecamatan

FORRAT 11-4

1.

Bentuk swadaya         :

4.

Bentuk swadaya         :
Besaran/Jumlch Bearan/Jumlah
F`oto Foto

2.

Bentuk swadaya         :

5.

Bentuk swadaya         :
Besaran/Jumlah Besaran/Jumlah
Foto Foto

3.

Bentuk Swadaya

6.

Bentuk swadaya         :
Besaran/Jumlch Besaran /Jumlah        :
F`oto Foto

Didampingi oleh,
Tim Persiapan,

(......

NIP.
)(.....

NIP.

Diperiksa Oleh;
Tim Pengawas

Dibuat oleh,
Calon Penerima

Bantuan,

)(..........................,......)

Mengetahui dan
Menyetujui,

Lurch/ Kepala Desa

(.."..................................)
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FORMAT 11-5

SURVEI TOKO/PEIIYEDIA RAIIAN BANOUHAN

Berdasarkan     hasil     rekapitulasi     kebutuhan     bahan     bangunan     dan
memperhatikan keputusan Bupati ... Nomor ... tanggal ... tentang ...  (S{cmc!cir
Harga Strfuan J3angunan JrahapaterL) dan memperhatikan Penetapan Perkiraan
Standar   Satuan   Harga   Bahan   Bangunan   Kegiatan   BSRS   tahun   20 .....
Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara telah dilakukan survey
harga bahan bangunan:

Tanggal Survey
Tanggal dibuat Laporan :

A.          a     t,lan

NO H-I- &t-
Ham Pe,H-SeqrmEbLhan8--- 8ofwi Hargaatgan-rmpabtl1 Xetcnogaa

1 Semen a 50 KgPasirfasarBeton Zak
23456 M3

Pasir Halus M3
Pasir Fbsanz (SedandBatuGunun£/rm M3

M3
8tak Bh

789101112131415161718192021222324252627282930
aoBatuMerch

Bh
Tanah UruR M3
Besi Beton 12 mm Bt8
Besi Beton 10 mm Btr
Besi Beton 8 rnm Bte
Besi Beton 6 mm BtF!

Kawat Beton Kfz

TriDleks 3 mm Lbr
Trioleks 6 mm Lbr
TriDleks 9 mm Lbr
kalsiboard I,br
Seng Plat (Bumbungan|SengGelombang M1

Kk
Seng Gelombang  (6 kaki`SengGelomba"z(7kaki`SengGelombang(8kaldlSengGelombang(9kakilSengGelombanf!Ilokaki`Pafuis/d3cmPaku5s/d7cmPaku8s/d12cm I,br

Lbr
Lbr
Lbr
Lbr
K9
K&
Kg

Paku Seng K£
Kave DolkenKayuBalok3/7 Klas 11 Bt£

M3
|seienisnval

31
Kayu Balok 5/ 10 Klas 11 M3
|seienisnva}

32 Kayu Balok 6/ 12 Has 11 M3
(seienisnval

33 Kayu Balok 8/ 12 RTas 11 M3
(seienisnval

3435363738394041424344 Papan 2/25 Klas Ill (seienisnvalPaoan2/20Hasin(seienisnvalKalsiplankGRC M3
M3
I`br

Kaca Pofos t. 3 mm M2
Kaca Polos t  5 mm M2
Kusen Pintu DepanKusenJendela Lbg

I.t)a
Darn Pintu Panel Bh
Binedcai Jendela KacaCatTembokCatKavuCatMeni Bh

Kg
Ltr

4546 Ltr
Thiner Ltr
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47 I LbrAmp asKuas3"K5"
Bh4849
Bh

50515253
uasKuas Rol

Bh
Kloset Jonckok Bh
Pioa PVC dia 1 /2 "PiDarvcdia3/4"PipaPVCdiaI"PipaPVCdia2"Pina.PVCdia3"PipaPVCdia4"Elbow3"HdlPintu Bt£

Bt£Bte
5455565758596061626364

BtgBtf!

Btg
Bh
SetaneBngsel Pintu
Psg

Engsel JendelaGrendelHckAn. Psg
Bh
PsF!rmPenutupCincinCincingsunur
Bh

65 Bh

8  Helen      oanA           trasiToko
Data                    INanaTokoI I®ial

Nama Pemilik
NIK Pemilik
Alanat Toko
NPWP Usaha
NIB
Sarana Andrutan
Nomor Rekening
Nana Bank

Disetujui Oleh,
PPK

(.-..
NIP.

Drfuen;kencaga°::t'               E:b¥::s::;hit

•)(....

I.           NIP.

•)(....

•.-     NIP.

Catatan :
Lampiran Keputusan Bupati tentang Standar Harga Satuan Bahan Bangilnan Kabupaten serta
penetapan IIarga Perkiraan Sendiri (HPS) Bchan Bangquan Kegiatan BSRS oleh PPK**)HargasatuansudahtermasukPajakdanBiayapengivimansampaidiLokasiyangditetapkan.
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FORRAT 11-6
BBRITA ACARA pE][mlHAN TOKO/pENyEDIA BAHAN BAHGUNAN

Pada hari ini  ............  tanggal  .............  Bulan  ............  tahun  20...   Bertempat
di .........  Desa/Kelurahan  ...........,  berdasarkan  Hasil  Survey  Toko/Penyedia
Bahan Bangunan yang telah mendapat persetujuan PPK, dipilih toko/ penyedia
bahan bangunan  tempat pembelian bahan bangunan pada kegiatan BSRS,
Toko/ Penyedia Bahan Bangunan:
Pemilik           :
NIK pemilik   :
NIB
NPWP Uscha :
Alamat
Untuk  menyediakan  bahan  bangunan/komponen  bangunan  kegiatan  BSRS
sesuai  dengan  kualitas  dan  kuantitas  dalan  DRPB,  dengan  kelengkapan
dokumen sebagai berikut:
1.   Fotokopi KIP pemilik Toko/Penyedia Bahan Bangunan.
2.    Fotokopi NIB.
3.    Fotokopi NPWP usaha.
4.    Fotokopi buku rekening bank.
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenamya dan dapat dipergunakan
sebafroana mestinya.

Tim Pengawas

(.....

NIP.

Th Persiapan

•)(.....

.            NIP.

Pemilik Toko / Penyedia
Bahan Bangtman
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Format 11-7
SURAT PERMOHONAN BSRS

Konsel,.............20..

Kepada Yth.
Bupati Konawe Selatan
Cq. Kepala Dines Perumahan, Kowasan Permukinan dan Pertanahan

Kabupat®n Konawe Sehtan
Di
Andoolo.

Perihal : Permohon&n Bantuan Stlmulan Rumah Swhaya

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nana
Umur                       :... tahun
Pekeriaan
Alamat
Desa/Kelurahan   : :::.
Kecanatan
Dengan menyatakan bahwa saya :

1.  Warga Negara Indonesia dan sudah berkeluarga.
2.  Termasuk dalam kategori MBR dan layak mendapatkan BSRS.
3.  Memiliki/menguasai sebidang tanah secara legal.
4.  Belum  memiliki  rumah/memilild  dan  menempati  rumah  satu-satunya

dengan kondisi tidak layak huni.(*)
5.  Memilihi           keswadayaan           dan           berencana           melakukan

perbaikan / pembangunan rumah ban. (*)
Sehubungan dengan hal tersebut diatas, saya mengajukan permohonan untuk
dapat diberikan BSRS Tahun Anggaran 20...
Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

a.  Fotokopi KTP dan K yang masih berlafu.
b.  Surat keterangan penghasilan dari Lurah/Kepala Desa/instansi tempat

bekelja.(')
c.  Fotokopi    sertifikat    tanah/surat    bum    kepemilikan    tanah/surat

keterangan menguasai tanah dari Lurah/Kepala Desa.(*)
d.  Rencana telmis dan RAE.
e.  Surat Pernyataan Mengikuti Kegiatan BSRS.

Demikian  surat  permohonan  ini  beserta  lampiramya  saya  buat  dengan
sebenar-benamya  den  saya  bertanggungjawab  terhadap  kebenaran  isinya
untuk ldranya dapat dikabulkan.

Mengetahui dan Menyetujui ,
Lurah/Kepala Desa .... Pemohon'

(nana lengkap,tandatangan dan         (nana len9kap dan tandatangan)
stempel)

Catatan:
(*) coret yang tidak perlu
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FORRAT 11-8
SURAT PERNTATAA)I pENGHAsmN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nana        :
NIK
Umur         :
Pekerjaan  :
Alanat      :

Dengan ini menyatakan dan menerangkan bahwa Penghasilan keluarga saya
rata-rata   sebesar Rp ................  Perbulan sementara Besaran Upah minimum
Kabupaten (UMK) ........ sebesar Rp .............. dan besar upah minimum Provinsi
(UMP) sebesar Rp ................ Surat pernyataan ini saya buat untuk melengkapi
administrasi  dalam  pengusulan Bantuan  Stimulan  Rumah  Swadaya   (BSRS)
tahun 20 ......
Demikian  surat  pemyataan  ini  saya  buat  dengan  sebenar-benarnya   untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Konsel,..................,20.,.

Mengetahui dan Menyetujui,
Lurah/Kepala Desa .... Pemohon,

(nana lengkap,tandatangrn dan         (nana lengkap dan tandatangan)
stempel)
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FOFRAT 11-9
(KOp lmcAMATAN / DESA/ KEI;URAIIAN)

SURAT KETERANGAN KEPEMILIKAN/PENGUASAAN IIAK ATAS TANAII
Nomor  : ..........................

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nana
Jabatan
Alamat

Berdasarkan Surat tanah Desa/Kelurahan ......... Kecamatan ........, Kabupaten
Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan ini menerangkan bahwa :
1.    Sebidang    tanah  milik/dikuasai  ..........

seluas .............. m2 dengan batas-batas
Utara     :

(mama,  berupa  tanah  kering

Timur    :
Selatan :
Barat     :
Sungguh-sungguh  adalah  hak  milik  dari  /dikuasai  oleh  :   ..................
(nana)

2.   Pemilik/penguasa tanah tersebut adalah warga Negara Republik Indonesia,
pekeljaan............

3.   Tanah  tersebut  adalah  benar  atas  nana  ............  dan  tidak  menjadi
perselisihan  dengan  pihak  lain,  balk  mengenai  halmya  maupun  batas-
batasnya serta tidak sebagal bahan agunan/gadai.

4.   Tanah tersebut digunakan untuk perumahan.
5.   Petuk  D,Girik,I+eter  C  pipil,  sertifikat  tanah,  atau  sejenisnya  atas  tanah

tersebut tidak ada karena: (hilang/musnah/rusak/tidak tertib.*)

*) coret yang tidak perlu

20
Carat/KepalaDesa/Lurah

(ra:rna lenghap, ted dan stempet|
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Format 11- 10
SURAT PERNYATAAN HENGIKUTI KEGIATAN BSRS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:
Nana
Umur
Pekeljaan
Alamat
Desa/Kelurahan
Kecamatan

tahun

Dengan ini menyatakan:
1.  Bersedia mengikuti semua ketentuan yang ditetapkan tentang BSRS.
2.  Memiliki/mengusal   tanah   dengan   bukti   legal  dan  tidak   dalam   status

sengketa atau agunan.
3.  Belum  memiliki  runah/memililri  nmah  dan  menempati  rumah   satu-

satunya dengan kondisi tidalc layak huni.(*)
4.  Belum  pernah  menerima BSRS  dari pemerintah/sudah  pernah  menerima

bantuan  dari  pemerintah  dengan  item  pekeljaan  yang  berbeda/rumah
terdampak bencana. (*)

5.  Memiliki keterbatasan daya bell karena berpenchasilan rendah.
6.  Akan   memanfaatkan   BSRS    sesual   ketentuan   dan   sanggup   untuk

berswadaya dalam hal tanah, uang, tenaga kelja dan bahan bangunan.
7.  Sanggup   menyelesaikan   PKRS/PBRS   sesuni   rencana   telmis   dan   RAB

sehingga rumah menjadi layak huni dalam tahun anggaran beljalan.(*)
8.  Akan menghuni rumah yang sudah mendapat BSRS.
9.  Jika tidak memanfaatkan BSRS sesual ketentuan atau mempeljualbelikan

atau memidahtangankan BSRS,  saya bersedia mengembalikan BSRS atau
dalam bentuk uang senilal bantuan BSRS yang telah diberikan.

Demikian   surat  pemyataan  saya  buat  dengan   sebenar-benamya,   dalam
keadaan  sadar  dan  tanpa  tekanan  dari  pihak  manapun  untuk  digunakan
sebagaimana mestinya.

Mengetchui,
Lurah/Kepala Desa ....

Konsel,....20..
Yang Menyatakan,

(nana lengkap,tandatangan dan         (nana len8kap dan tandatangan)
stempel)

Catatan:
(*) coret yang tidak perlu





-30-

RERTCAI\IA TEKnrls
JENIS KEGIATAN

NIK
Nana calon penerima bantuan
Alarmt
Desa/keluralian
Kecamatan

Format 11- 1 1

FOTO RUMAH  EKSISTING  (0%)

A. Gambar F®to Riimah Kondisl Awal/Bksisting (0%) dan Rencana
Kebutuhan

FOTO KOMPONEN RUMAH YANG sKE'rsA/ DENAH RUMAII Foro KOMpONEN RUMAH TANG
AKAN  DIPERBAIKI AKAN DIPERBAIK]

FOTO KOMPONEN RUMAI] YANG Fcyl`O KOMPONEN RUMAH YANG
AKAN  DIPERBAIKI ARAN DIPERBAIKl

FOTO KOMPONEN RUMAII YANG FOTO KOMroNEN RUMAII TANG
AKAN  DIPERBAIKI AKAN  DIPERBAIKI

Komlsl AWAI, (Ersls'rmo/o%) REHCAVA IBBUTullAn
Ukuran Runich

Kondisi Struktur
__Fj.n_dari___

Kerangka Ata

m2
Vairi6/-,._in_-t-._

Konstruksi   i         s Total

Urfuran rumch

Kondisi Struktur

m3
m3

•8 m3
m3

P m2

Kondisi Nan
Strufro

I:EFi±tLap~A_t?p..
Dinding

Kusen Daun
Pintu Dan
Jendela

-   Lantal

Ketersedian

R€`fe-r-£ai=

I-V6iri-e7Lri

Jcnis             Volume / I,ua
Konstruksi              s Total

•   Pondasl m3
-    Sloof m3
-  Kolom/ThJ;.-iRgBalok m3m3

-  KeraniFA m2

-k5in=iTri6fr~~-~`--~--j€in5-`--va+in:7Lda
I   Konstrukst a Total Stnimir                 i    Konstruksi             a TotalI m2 -Penutuo Atap

m2 -   DindmgPen8isl

-   Kri-se-ri-5aunFintuDanJendela

m2 -    lJantar

Akses Air Minum

- - pcniny_ari %
Penghawmn %-K+terseTdiariL

Akscs Samtasi
Keter8ediaan
Akse8 Air hfuum

Titik Kordinat

8. Gambar Rencana U8ulan fslrala NTSI
1.   DENAH 2.   GAMBAR DETAIL

( pondasi, shoof; hotom, bahok,farda:kirda
d'Z/
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3    TAMPAK DEPAN 4.   TAMPAK BEIAKANG

5    TAMPAK SAMPING KANAN 6.   TAMPAK SAMPING KIRI

7    roTONGAN MELINTANG 8.   PO'I`ONGAN MEMANJANG

Didampingi Oleh,
Tim Persiapan

•)     I...
•.    NIP.

Diperiksa Oleh;
Tim Pengawas

.....,.'......'..........,20.....

Diajukan Oleh,
Calon Penerima

Bantuan

Catatan :
Gambar dapat berupa sketsa tangan dengan notasi ukuran yang jelas.
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FORmT 11- 1 2
RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAE)

BANTUAN sTlmuLAN RUMAII swADAyA (BSRs)

NIK
Nama CPB
Alamat
Desa/Kelurahan
Jenis Kegiatan       : PKRS/PBRS

NO i    -                   `       .    --i:all.              .
VOLun£ an- BJ-aJ[-fty) "thELAlmqfty

a-ER DiAV^/BAHAV (np)- `,I-

-Ted •1"--8--
I Pek®f]ann Pereinpan
I Bon8karBangimanham          I       1o

11 P-pondnd
I Galm tarfu ponda8i m3

2 Urugan pair m3

3 Pasengan ponda8i m3
- semen @50 kg zak
- Pasir beton mJ
- Batu kali m3

4 Umgan kembali m3

Ill Pckedann 8loof
I Pekeeaan bekistmg m2

2 cor beton aloof,Ukuran. . . . .
- Besi beton 4 10 mm SNI btg
- Eesi beton + 8 mm SNl btg
- Semen eso kg Zak
- Pasir beton m3
- Batu pecch m3

IV Pek®daan Eol®m
1 Pekebaan bekistmg tT'J

2 cor bcton kolom.ukuran....mlnT=3m bh
-cor beton kolom +  10 mm SN] btg
-cor beton kolom + 8 mm SNI btg
- Semen @50 kg zak
- Batu pccch m3

3 Tag kayu
-Balok kayu  10/ 10 btg
- balok hayu 8/ i2 btg

V DindirL[ pef"acn
1 Tembok m2

- pasir pa5rm8 m3
- semen ero kg zak
- batu bata/batako bh

2 Peked aan plester
- paar pasang m3
- semen @50 kg zak

3 Papan
- papan ukuran . . . . ]br
- kayu ukuran. . . btg

VI p®kedaan pinta dan jendela
- kusen pinfu unit
-kusenjendefa unit
- kusen  ventihi unlt
- darn pintu knyu un.'t
- daun jendela kayu unit
- darn jendela kaca utt
- handle pintu dan kunci1)intu

set
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- handle jendela dan lnmciointu
set

- engsel pinfu set
-engsel jendela set

VII Rng balol
I pckel]aan bekisting Tnt

2 pekel]aan con beton
- Besi beton +  10 mm SNI btg
• Besi beton i 8 mm SNI bt8
- Senen @50 kg zak
- Pasir beton m3
- Batu pacah m3

VIII Pckedaaa St"Itur atap
- kayu rangiva kuda-kuda,Lrfuan,..

btg
+ kayu Gapit,ukuran... btg
• kayu Gordeng,ukuran. . . btg
- kayu reng danusul'uk-...

btg

H Pckedaan pebutup atap
1 Penutup atap

- seng gelombang lbr
- genten8 bh
- bahan penutup atap lainnya lbr

2 bubungan atap
- song RILS lbr
- 8enten8 bh
- bahan penutup atap lainnya lbr

X I'ekeda®fi lantal

1
lantai rabat beton camp.Din.1oc:3osl.:5kr,T=

- semen @ 50 kg zak
-padr pasang m3

2 Lanta] papan
-papan.  Ukuman... ]br
- kayu,ukuran. . . . . btg

XI MCX
- Tanghi septik unlt
- laloset jongkok/duduk unit
-pipa air bersih,uk 3/4",1 /2" btg
- pipa air kotor, uk. 3. btg
-K" bh
-Pintu kanar mandi set

in rm-hi
- Parfu kg
- kawat kg
-dll

inI Hom|]onen bangtman
- Runah rakitan set
- tempayan air tth
-du

HV Upah qua--g OIi
- pembantu tukang OH
•umAH HARGA mEIAIT/HA:TERIAI,

catatan .. Uralan pckeriaan ditulis sesual dengarL hebutuhan ( dapat rnenggan:ti atan menghapus
sebagian pekerjcan gang tidck sesual )

.......... ' ..,..-.....- 20. --

Didampingi Oleh,
Tim Persiapan

•)(.

Diperiksa Oleh;
Tim Pengawas

Diajukan Oleh,
Calon Penerina Bantuan

I)(........................-....-...-.)
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KOP BUPATI KONAWE SELATAN
FORMAT 11-14

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR  :  ............ TAHUN .............

TENTANG
PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA

TAHUN ANGGARAN 20 ......

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang    :   a.   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal  15 ayat (4)
Peraturan     Bupati   Konawe   Selatan   Nomor   ...............
tentang   Bantuan   Stimulan   Rumah   Swadaya,   perlu
menetapkan Keputusan Bupati Konawe Selatan tentang
Penerima BSRS;

b.   bahwa   narna-nalna   Penerima   BSRS   yang   tercantum
dalam   lampiran   keputusan       ini    telah    memenuhi
persyaratan   menjadi   penerima   BSRS,    sebagaimana
dimaksud  dalam    Pasal  13  Peraturan  Bupati  Konawe
Selatan  Nomor  ....,...........  Tentang  Bantuan  Stimulan
Rumah Swadaya;

c.   bahwa      berdasarkan      pertimbangan      sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan hunif b, perlu menetapkan
Keputusan  Bupati  Konawe  Selatan  tentang  Penerima
Bantuan  Stinulan  Rumah  Stwadaya  Tahun  Anggaran
20...

Mengingat       :   1.   Undang-Undang     Nomor     1     Tahun     2011     Tentang
Perumahan dan Kawasan Permuhiman (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2011   Nomor  7,  Tambahan
I+embaran Negara Nomor 5188);

2.   Peraturan   Pemerintah   No   88   Tahun   2014   Tentang
Pembinaan  Penyelenggaraan  PerumBahan  dan  Kawasan
Pemulinan (Icmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014  Nomor  320,  Tambahan  Lemhar  Negara  Republik
Indonesia Nomor 5615);

3.   Peraturan Bupati Koriawe Sehtan Nomor 67 Tahun 2022
tentang  Kedudukan,   Susunan  Organisasi,  Tugas  dan
Fungsi,  serta  Tata  Kelja  mnas  Perumahan,  Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan ;

4.   Peraturan daerah Kabupaten Konawe Selatan   nomor ...
tahun  20...  tentang Anggaran  Pendapatan  Dan  Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Selatan 20 ....

REMUTUSEN:

Menetapkan   :

KESATU          :   Menetapkan    nana-nana    Penerima   Bantuan    Stimulan
Rumah Swadaya q3SRS) yang selanjutnya disebut Penerina
BSRS    sebagaimana   tercantuln   dalam    lampiran    surat
keputusan ini.

KEDUA :   Penerima   BSRS   Sebagainana   dimaksud   dalam   Diktum
KESATU    wajib    bersungguh-sungguh    untuk    mengikuti
kegiatan BSRS sesuai peraturan perundang-undangan.
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KETIGA           :   Segala    biaya    yang    timbul    akibat    dari    ditetapkannya
keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Selatan.

KEEMPAT       :   Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Andoolo
padatanggal..,............20...
BUPATI KONAWE SELATAN,

Tembusan:
1.  Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten

Konawe Selatan;
2.  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Selatan;
3.  Penerima BSRS.
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-PIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR        :  ......... TAHUN 20  ....
TENTANG           PENERIMA           BANTUAN
STIMUIAN    RUMAII    SWADAYA   TAHUN
ANGGARAN 20 ....

PENERIMA BANTUAN STIMULAN RUMAII SWADAYA (BSRS)
TAIIu)I ANGGARAN 2o...

No NJun JEHIS NO KTP T Jrms BESAR BSRS
RELAMIN EREIATAV lRp.I

1

2
3

n

BUPATI KONAWE SELATAN,
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FORMAT 11- 15
DAF'rAR RENCANA PENGGUNAAN BANTUAN (DRPBi

TAIIAP I/II/SEKAIJGUS

Nana penerima bantuan
NIK
Alamat
Desa/kelurahan
Kecamatan

A. Jumlah Dane yang Ditrasfer ke Toko/Penyedia Bahan BangiLnan untulE
Pembelian Bahan Bangunan

NO drms BAIIAN BANGUNAli VOLUME - JUulAI -GA
(SATUAH) SATUAH (Rp) (Rp'

1

2

n
TOTAL (AI
TerbilanE:

Disanggupi oleh :
Nana toko/penyedia bahan bangunan
Alamat toko/penyedia bahan bangunan
Nomor rekening bank toko/ penyedia 88

B.Jumlah Datia untull Upah Keria dan Binya Lalnnya
NO URAIAN Jr"LAH

lRpl
1 Upah ker|a
2 Biava lainnva

TOTAL fBt
Terbilang:

C. Total Dane yang Dicairkan (A+B|
I  DANA YANG DICAIRKAN Rp
)  Terbilan&:

Disanggupi oleh,
Penrm

Toko Penyedia/Bahan Bangunan,

Disetujui Oleh,
PPK Kegiatan BSRS,

Diperiksa Oleh,
Tim Pengawas,

)(......

NIP.

`...`  `  .`.`...`  .``..`,``.``..

Diajukan oleh,
Penerima Bantuan,

Didampingi Oleh,
Tim Pelaksana,

20

)(.....

NIP.
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FORMAT 11- 1 6
PEROANOIAN KERIASAuA pEueELIAH BAIIAN BANGUNAN

Pada    hari    ini     .............     tanggal     .....     bulan     ...............     tahun     ........     di
Desa/Kelurahan   ...............,  dalaln  rangka  pelaksanaan  BSRS  berdasarkan
Berita Acara Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan tanggal ............ 20...
telah diadakan Perjanjian Keriasama antara:

Nana Pemilik Toko
Nana Toko
Nana bank
No. Rekehing Toko
Alamat Toko (sesuai NIB)
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten Konawe Selatan
Bertindak  untuk  dan  atas  nana  toko/penyedia  bahan  bangunan  disebut
sebagai PIIIAK PERTAMA.

N-
NIP
Jabatan
Alamat

PPK Kegiatan BSRS
Kantor Disperkimtan Kab. Konsel

Bertindak  untuk den  atas  nana Penyelenggara Kegiatan  Bantuan  Stimulan
Rumah Swadaya (BSRS) sebagai PIIIAK KEDUA.

PIIIAK PERTAMA menyataha:
1.  sanggup menyediakan bahan bangunan sesuai dengan kualitas/jenis/merek

den  kuantitas/jumlah  sesuai  dalam  Rencana  Anggaran  Biaya  (RAE)  dan
Daftar Rencana Penggunaan Bantuan PRPB) tahap I dan tahap I yang dibuat
oleh Calon Penerina Bantuan, didampingi Tim Pelaksana dan disetujui oleh
plrIAK KEDUA;

2.  harga yang saya tawarkan/sanggupi tidak melebihi standar harga bahan
yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;

3.  sanggup menyediakan dan mentirim bahan bangunan sesuai dengan DRPB
yang diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PEF¥IAMA paling lambat 3
(tiga) hari kerja sejak diterimanya DRPB;

4.  apabila  dalam  walrfui  3  (tiga)  hari  sQjak  DRP82  diterima,  tetapi  bahan
bangunan  belum  dilakukan  pengiriman  tanpa  konfirmasi,  malra  PIHAK
KEDUA   berhak   memutuskan   Perianjian   Keriasama   Pembelian   Bahan
Bangunan ini secara sepihak;

5.  membuat nota pembelian barang (cap/tanda tangan) dan Berita Acara Serah
Terina  Bahan  Bangunan,  sesual  Daftar  Rencana  Penggunaan  Bantuan
(Due);

6.  tidak  akan  menerina  pengembalian/penggantian  bahan  bangunan  dari
penerima bantuan untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain
yang bukan hahan bangunan atau diganti dengan barang lain diluar DRPB;
dan

7.  tidak akan memberikan dana BSRS yang sudah diterima melalui transfer
kepada penerima BSRS dan/atau pihak lain.

PIHAK KEDUA menyatakan:
I .  menerima dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Bahan Bangunan

setelah melakukan pemeriksaan bahan bangtman Bersama Tim Pelaksana
dan Tim Pengawas;

2.  melakukan  pembayaran dengan  cara transfer ke rekening toko/penyedia
bahan bangunan melalui bendrhara pengeluaran dinas paling lambat 3 (tiga)
hari s¢ak bahan bangunan lengkap diterima; dan

3.  tidck  meminta  atau  menukar  bahan  bangunan  dengan  dana  tunal  dari
PIIIAK PERTAMA.
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Dalam hal terjadi wanprestasi terhadap peg.anjian kerjasama ini maka PARA
PIHAK   akan   melakukan   musyawarah   untuk  mencari   solusi  yang   dapat
disepakati bersama.
Perjanjian Kerjasama ini di buat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap
2 (dua) , masing-masing bermaterai cukup untuk dijadikan pedoman oleh PARA
PIHAK.
Demikian  Peljanjian  Keljasama  ini  dibuat  oleh  PARA  PIIIAK  dengan  penuh
kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati.
Peljanjian  Keriasama  ini  mulal  berlaku  sejak  ditandatangani  oleh  PARA
PIHAK.

plHjur PERTAMA,
Penrilik

Toko/ penyedia bahan bangunan,

plum REDUA,
PPK Kegiatan BSRS,

(.....'..........................)(-..-..

NIP.

Disaksikan Oleh,
Tim Pelaksana, Tim Pengawas,
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FORMAT 11- 17
BERITA ACARA SBRAII TBRIMA

BAIIAN EANGUNA)I

TAIIAPI/II/SEKALIGUS

Pada hari ini ............  tanggal .............  Bulan ............ tahun 20...   bertempat di
Desa/Kelurahan    ...........,       toko/penyedia   bahan   bangunan   yang   dipilih
berdasarkan Berita Acara Pemilihan Toko/ Penyedia Bahan Bangunan tanggal
............     20...     dan    Perjanjian     Kerjasama    tanggal     ............     20...     telah
melaksanakan serah terima bahan bangunan kegiatan BSRS dengan Penerima
Bantuan :
Nanla Penerima Bantuan
NIK
Alamat
Desa/kelurahan
Kecanatan

Bahan Bangunan yang diserahterimakan sesuai kualitas dan kuantitas dalam
DRPB tahap I/II/sekaligus, dengan uraian sebagai berikut:

NO U- JunLAH SATUAI ERTEENGJIN
1

2
3
4
5
6

20....

Diterima Oleh,
Penerima Bantuan

(......................."...................)

Diperiksa Oleh,
Tim Pengawas

Diserahkan Oleh,
Perwakilan Toko/ Penyedia Bahan

Bangunan

nana dart stem;pel toho
(......-...............................)

Didampingi oleh,
Tim Pelaksana

(............................................)(...........................................,)

NIP....................................NIP....................................
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FORMAT 11-18
BERITA ACARA PENUNuUKAN TUKANG/PEKERJA

Pada  hari  ini  ...  tanggal  ...  bulan  ...  tahun  20..  dalam  rangka  pelaksanaan
kegiatan   Bantuan   Stimulan   Rumah   Swadaya   (BSRS),   Penerima   Bantuan
menunjuk    tukang/pekerj.a    untuk    melakukan    pekerjaan    fisik    kegiatan
perbaikan / pembangunan rumah.

Data Penerima Bantuan:
Nama
NIK
Alamat

DataTukang/Pekerja:
1.  Nama

NIK
Alamat

2.  Nama
NIK
Alamat

Tukang/pekerja bersedia melaksanakan selunih pekeq.aan fisik hingga selesai
dengan mengacu pada ketentuan teknis rumah layak huni dan kaidah-kaidah
perbaikan/pembangunan   rumah   berdasarkan   Rencana   Teknis,    dengan
ketentuan:
1. Pelaksanaan pekeljaan fisik dilakukan dengan pengawasan Tim Pengawas;
2. Jangka waktu pekerjaan selama ..... hari kelender/keq.a;
3. Upah   kelja   tukang  diberikan   sebesar   Rp .......   dan  upah   kelja   pekelja

diberikan  sebesar Rp ........  Dibayarkan  sesuai progres pekeriaan  dan pada
waktu yang disepakati dengan Penerima Bantuan.

4. Sumber dana untuk pembayaran upah kelja tukang/pekep.a berasal dari
BSRS dan Swadaya Penerima Bantuan.

5. Tukang/pekerja   bekelja   dengan   sebaik-baiknya   dan   bertanggungjawab
penuh  atas  pelaksanaan  pekeljaan,  baik  mengenai  kuantitas,  kualitas,
ketepatan walthl terhadap pekeq.aan perbaikan/ pembangunan rumah.

```.``-````,1,,,®,®®,®1,,

Disanggupi Oleh,
20....

Tukang/Pekeria,

(-..............-.-.-.-........)

Tim Pengavas, Tim Pelaks-,

(..............................)(.....,

NIP...........................Nnp.

Tukang/Pekelja,

(-............--...............)

Penerima Bantuan,
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LAPORAN PROGRES PEKERJAAN FISIK
JENIS KEGIATAN: PKRS/PBRS

Nana Penerima Bantuan
NIK
Alamat
Desa/kelurahan
Kecamatan

FORMAT 11-19

Honrml JLwnL qmst-a) pEunRE ©r^^H HSuH 3ar36-so% / ioo%
Ukuran Rumch lm2 tJku-rumch     I m2

Kondisi Strufro Jenis        ;   Volume/LuaKon8truk8iiaTotal KondlsIstruktur  :    Ko:=::keE       V°]:=oe£Lua   ,
-   Pondasi m3 -   Pondasi m3
-    Sloof m3 -   Sloof m3
-    Kolom  Tianf! m3 -   Koha/Trm& m3
•   RingEkalck m3 - Eing- m3m2-   Fie"gkaAtap m2 - iieriA

Kondisi Non                       Jenis i   Volunc/Lan Kondisi Nan               `Jene       -/ Lun
Struktur Kcmrfuk8i s Total Strufu i    Konstrukri             sTotal
-Pcnutuo Atao mJ -Ftouin-D Afro m2
-    Dinding PengisL m2 -   BindingFthds] m2

-Ku8en DaunFintuDanJendela -KusrmDaunPintuDanJendefa

-   Lantal m2 -   Lantai m2

pe.ncLanyngapEL..--Penwan a/a FthcdrLEeg `'

% Hrfuain- %
Ketersedian Akse8SanitasiKet6rsediin`---AkseBAirMmun

Akse8 Sanitasi
Keter-AksesAirMinum

Titik Kordinat lI,U Tilik Ebrdimt        I                             I  LU
I                                       I   FIT I                                             I   EIT

20...."

)(....

•      NIP.

Diperiksa Oleh,
Tim Pengawas

Didampingi olch,
Tim Pelaksrma

Dibuat Oleh,
Penerima Bantuan

Format ini dapat digunakan untuk menghitungan progres secara berkala dengan menyesuaikan
persentase progres
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FORMAT 11-20
KUITANSI PBMBAYARAN UPAII KERIA

TAHAP......

Sudah terima dari: Bendahara Pengeluaran Disperkimtan Kab. Konsel
Jumlah Uang
Untuk pembayaran         :   Upah  kelja  tukang/pekelja  selama han
untuk Perbaikan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) /Pembangunan Baru Rurnah
Swadaya    (PBRS)    Bantuan    Stimulant    Perumahan    Swadaya    (BSRS)    di
Desa/Kelurahan ......... Kecamatan .......... Kabupaten Konawe Selatan.

Jumlah:  Rp' . ' . ' ............

Bendahara Pengeluaran
Disperkimtan Kab. Konsel,

(. ' . . .

NIP.

•........-.....,...........20.....

Yang menerima,

(.............-----------......)
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LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAIIAP I
Nama
NIK
Alamat
Besar bantuan      :
Jenis Kegiatan       : PKRS/PBRS

A.  pROGREs PBLAKSANAAN pEMBANGul\rAN BSRs TAHAp I

FORMAT 11-21

Keadaan 0% ITampak Depan) Keadaan Minimal 30% ITampak Depan)

Tampak 45 Derajat Samping Tampak Belakang Tanpak 45 Derajat
Kiri Samping Kanan

8.  DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BSRS TAHAP I
1.  Daftar Rencana Penggunaan Bantuan PRPB) tahap I
2.  Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan
3.  Peljanjian Keljasama Pembelian Bahan Bangunan
4.  Berita Acara Penunjukan Tukang
5.  Berita Acara Serah Terima Bahan Bangunan
6.  Bulcti Transfer Ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap I
7.  Nota Pembelian Bahali Bangunan Tahap I
8.  Progres Konstruksi 30%-50%
9.  Kuitansi Pembayaran Upah Kelja Tahap I

20'.....

Disetujui Oleh,
PPK Kegiatan PBRS

.'' ...-. )            (.

...       NIP.

Diperiksa Oleh,
Th Pengawas

Dibuat Oleh,
Tim Pelaksana
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LAPORAN PENcOUNAAN DANA TAHAP 11
Nana
NIK
Alanat
Besar bantuan      :
Jenis Kegiatan       : PKRS/PBRS

A.  PROGRES PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BSRS TAHAP 11

FORMAT 11-23

Keadaan 00/a (Tampak Depan) Keadaan 30% ITampak Keadaan  100°/o (Tampak
Depan) Depan)

Tampak 45 Derajat Samping T-pak Belakang Tampak 45 Derajat
Kiri Sanping Kanan

8.  DOKUMEN PENGGUNAAN DANA BSRS TAHAP 11
1.  Daftar Rencana Penggunaan Bantuan PRPB) tahap 11
2.  Berita Acara Serah Terima Bahan Bangunan tahap 11
3.  Bukti Transfer Ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tahap 11
4.  Nota Pembelian Bahan Bangunan Tahap 11
5.  Progres Konstruksi 100%
6.  Kuitansi Pembayaran Upah Kelja Tahap 11

Disetujui Oleh,
PPK Kegiatan PBRS

NIP.
)(....

•      NIP.

Diperiksa Oleh,
Tim Pengawas

)                  (...

.       NIP.

20...._
Dibuat Oleh,

Tim Pelaksana

Catatan:
Jika progres fisik 100%, maka pekeljaan dilaporkan telah tuntas.
Jika progres fisik belum mencapai 100°/o dalam tahun anggaran ber).alan, maka
Penerima Bantuan membuat Surat Pernyataan slap bertanggungjawab atas
penyelesaian pekerjaan risik PKRS/PBRS.
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FORMAT 11-25
SURAT pBRmrATAAN pBmrEI,BSAIAN PEKERIAAN
KBGIATAN BANTUAN STluuI,AN RUMAII SWADAYA

TAHum AmcoARAm 2o..

Saya yang bertandangan dibawah ini:
Nana
NIX
Alamat
Desa/Kelurahan   ;
Kecamatan
Adalah Penerima Bantuan pada kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya
(BSRS) Tahun Anggaran 20... dan pada hari ini .... tanggal .... bulan ..,. tahun
..., telah diberikan seluruh bantuan untuk pekerjaan Perbaikan Kualitas Rumah
Swadaya (PKRS) /Pembangunan Ban Rumah Swadaya PBRS).
Dengan   ini   menyatakan   bertanggungjawab   dan   sanggup   menyelesaikan
pekerjaan fisik PKRS/PBRS kegiatan BSRS pada tanggal ... bulan ... tahun ....
sesuai dengan Rencana Teknis dan kaidah konstruksi rumah layak huni.
Demikian  Surat  Pemyataan  saya  buat  untuk  dipergunakan  sebagaimana
mestinya. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Lurah/Kepala Desa,

(......................,.......)

Disaksikan Oleh:
PPK Kegiatan BSRS                 Tim pengawas

(......
NIP.

Dibuat Oleh,
Penerima Bantuan,

(..............................)

Tim Pehisana

(-.---...............---.-.....)
NIP................'........

(.--...
NIP.
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